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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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MANGKIR TIGA KALI

Pelaksanaan OMI 
Kota Palu Sukses, 
Optimis Bersaing 
di Tingkat Provinsi

Bahas Usulan Ranperda Pencegahan dan 
Pengendalian Perilaku Seksual 

Kapolres Parmout 

Respons Kritik 

Masyarakat soal 
Penanganan Narkotika

Pemprov Sulteng Bedah 124
Rumah Tidak Layak Huni 

Delis Lepas Delapan Pemuda Morut Kuliah ke China

Baca PELAKSANAAN Hal. 7

Baca PEMPROV Hal. 7

Baca BAHAS Hal. 7

Baca DELIS Hal. 7

Perambah Hutan Konsesi Vale 
Bakal Dijemput Paksa Polisi

SULTENG RAYA – Sikap tidak koope-
ratif ditunjukkan oleh terduga peram-

bah hutan negara berinisial GR yang 
diduga terlibat dalam aksi perambahan 

hutan di wilayah konsesi pertamban-
gan group MIND ID, di Blok Bahodopi 1 

(BB1), Kabupaten Morowali. 

Baca KAPOLRES Hal. 7
BUPATI Delis Julkarson Hehi bersama delapan pemuda asal Kabupaten Morowali Utara yang mendapat 
kesempatan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di China. FOTO: IST

SULTENG RAYA - Bupa-
ti Morowali Utara, Dr. dr. 
Delis Julkarson Hehi, MARS 
menghadiri Ceremonial Day 
Penerima Beasiswa ke China 
2026 yang digelar Chin-
do Business Center (CBC) 
di Gedung World Capi-
tal Tower, Jakarta, Selasa 
(8/9/2026).

Dalam kegiatan terse-
but, delapan pemuda asal 
Kabupaten Morowali Uta-
ra mendapat kesempatan 
melanjutkan pendidikan 
perguruan tinggi di China 
melalui program beasiswa 

yang disponsori Chindo 
Business Center, Kementeri-
an Investasi dan Hilirisasi/
BKPM, serta PT IMIP.

Delapan penerima beasis-
wa itu adalah Karen Felisya 
Loebo, Ravael Yonathan 
Landopu, Wulan Purna-
masari Raropi, Alhibsen Tri 
Putra Lemangga, Mikhael 
Bamotiwa, Ivana Potindingo, 
Ivani Potindingo, dan Gabriel 
Natanael. Mereka akan me-
nempuh pendidikan di China 
selama sekitar tiga tahun.

Setelah tercatat mangkir 
sebanyak tiga kali dari un-
dangan klarifikasi resmi, 
pihak Kepolisian Resor (Pol-
res) Morowali menegaskan 
siap mengambil tindakan 
hukum yang lebih tegas, 
termasuk opsi penjemputan 
paksa.

Laporan dugaan peram-
bahan hutan ini resmi dila-
yangkan oleh tim legal PT 
Vale, bagian grup Mining In-

dustry Indonesia (MIND ID), 
sebagai bentuk komitmen 
perusahaan dalam menjaga 
kelestarian kawasan hutan 
di wilayah konsesinya dari 
aktivitas ilegal.

Kasat Reskrim Polres Mo-
rowali, AKP Wawan Kurna-
di, membenarkan adanya 
laporan pengaduan tersebut. 
Pihaknya sangat menya-
yangkan sikap GR yang 
terkesan mengabaikan ikti-

kad baik kepolisian dengan 
tidak menghadiri tiga kali 
undangan klarifikasi yang 
telah dikirimkan.

“Kami sudah melayang-
kan undangan klarifikasi 
sampai tiga kali, namun 
tidak diindahkan oleh yang 
bersangkutan (GR),” ujar 
AKP Wawan Kurnadi, Rabu 
(9/9/2026).

Baca MANGKIR Hal. 7

DPRD SULTENG

BAPEMPERDA DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan usulan Raperda tentang Pen-
cegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual, Kamis (10/9/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Ba-
dan Pembentukan Peratu-
ran Daerah (Bapemperda) 
DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah menggelar rapat 
pembahasan usulan Rancan-
gan Peraturan Daerah (Ra-
perda) tentang Pencegahan 
dan Pengendalian Perilaku 
Seksual Berisiko dan Pen-
yimpangan Seksual, Kamis 
(10/9/2026).

Rapat berlangsung di Ru-
ang Baruga, Lantai 3 Sekre-
tariat DPRD Provinsi Sula-

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) melaksa-
nakan program bedah 124 
rumah tidak layak huni 
(RTLH) pada 2026 sebagai 
upaya menekan angka ke-
miskinan.

“Target tahun 2026 ini 

100 unit, namun insyaallah 
capaian di tahun 2026 ini 124 
unit. Ini melampaui dari apa 
yang sudah ditargetkan,” 
kata Kepala Dinas Peruma-
han, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan (Perkimtan) 
Sulawesi Tengah Akris Fat-
tah Yunus di Palu, Kamis.

Ia menjelaskan program 
Berani Bedah Rumah bagian 
dari program Berani Sejah-
tera digagas Pemprov Sul-
teng untuk meningkatkan 
kualitas hunian masyarakat 
miskin sekaligus mendu-
kung upaya menekan ang-
ka kemiskinan di Sulawesi 

KEPALA DINAS Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah Akris Fattah 
Yunus (kedua kiri) memaparkan program capaian pembangunan Pemprov Sulteng di Palu, Kamis (10/9/2026). 
FOTO: ANTARA/NUR AMALIA AMIR

Tengah.
Ia mengatakan pada 2025, 

tingkat kemiskinan Sulawesi 
Tengah tercatat 10,52 persen, 
lebih tinggi dibandingkan 
angka nasional 8,47 persen.

Menurut dia, sejumlah 
kabupaten masih memiliki 
tingkat kemiskinan seki-
tar 14 persen, di antaranya 
Kabupaten Tojo Una-Una, 

Donggala, Parigi Moutong, 
Poso, Banggai Kepulauan, 
Buol, dan Banggai Laut.

Kondisi tersebut, kata dia, 
menjadi salah satu alasan 
pemerintah provinsi men-
dorong penanganan RTLH, 
terutama bagi masyarakat 
miskin.

SUASANA Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) 
tingkat Kota Palu tahun 2026. FOTO: IST

SULTENG RAYA — Pelaksanaan Olimpiade 
Madrasah Indonesia (OMI) tingkat Kota Palu tahun 
2026 berakhir dengan sukses. Kegiatan yang diikuti 
peserta dari jenjang MI/SD, MTs/SMP, dan MA/
SMA sederajat tersebut berlangsung selama tiga 
hari.

Ketua Panitia OMI tingkat Kota Palu 2026, Satar S. 
Laupo, mengatakan, pada awal pelaksanaan terca-
tat sebanyak 477 peserta yang mengikuti kompetisi. 
Namun, hingga hari ketiga, jumlah peserta yang 
mengikuti rangkaian lomba menjadi 468 orang.

KAPOLRES Parigi Moutong, AKBP Hendrawan, A.N membe-
rikan keterangan pada konferensi pers di Mako Polres Parigi 
Moutong, Kamis (10/9/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Kapolres Parigi Moutong 
AKBP Hendrawan A.N. merespons berbagai 
aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait 
penanganan penyalahgunaan serta peredaran gelap 
narkotika di Kabupaten Parigi Moutong.

Hendrawan mengatakan kritik masyarakat me-
rupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kinerja 
Kepolisian. Masukan tersebut, kata dia, akan men-
jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 
penanganan perkara narkotika di wilayah hukum 
Polres Parigi Moutong.

AKP Wawan Kurnadi
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 SULTENG RAYA – Perjuangan 
Sabian Fathul Ilmi masih mewarnai 
arena R3 BLU CRU Asia- Pacific 
Championship. Bertarung pada seri 
4 yang digelar di sirkuit Motegi, 
Jepang, pada 5-6 September 2026.

Rider muda binaan Yamaha Ra-
cing Indonesia itu nyaris meraih 
podium. Dia terus mengeluarkan 
potensinya untuk menggali pen-
galaman di ajang unggulan Asia 
Pasifik tersebut. 

Mengawali balapan dari grid 6, 
Sabian kurang beruntung karena 
penampilannya terhenti pada lap 
1 mengalami DNF race 1. Hasil 
kurang baik itu tidak mematahkan 
semangatnya, lantas bangkit saat  
race 2 mampu finish ke-4. Ham-
pir podium, Sabian cukup puas 
mengambil poin berharga dari 
putaran ini. 

”Alhamdulillah, ini adalah pen-
galaman baru bagi saya di sirkuit 
Motegi. Jadi saya berusaha be-
radaptasi dengan cepat karena ini 
pertama kalinya saya berada di sini. 
Meskipun sempat terjatuh di race 
1 dan mengalami cedera di bagian 
pinggul, tapi saya mencoba kembali 

di race 2 dan mengamankan posisi 
ke-4. See you next round,” ungkap 
Sabian.

Sejauh ini, Sabian telah menge-
luarkan skill mumpuni dengan 
menjuarai race seri 2 Australia dan 
merebut podium 3 di Mandalika 
Indonesia. Saat ini di klasemen 
sementara Sabian berada di urutan 
6 mengumpulkan 71 poin. Rider 
usia 13 tahun itu masih berpeluang 
memperbaiki peringkat karena ter-
sisa 2 round yang akan berlangsung 
di Buriram Thailand.  

”Kami menilai ada progress 
dalam performa Sabian Fathul 
Ilmi pada 3 seri yang diikutinya. 
Fighting spirit juga membuatnya 
mendapatkan hasil-hasil yang ber-
manfaat untuk tambahan poin po-
sisi standing point. Semoga hingga 
akhir musim ini akan ada pening-
katan pada kiprahnya di R3 BLU 
CRU Asia-Pacific Championship 
yang menghadirkan persaingan 
pembalap-pembalap muda berba-
kat dari berbagai negara,” papar 
Wahyu Rusmayadi selaku Manager 
Motorsport PT Yamaha Indonesia 
Motor Manufacturing (YIMM).*/HJ

Sabian Raih Poin 
Penting di R3 BLU CRU 

Asia-Pacific Championship

SULTENG RAYA – Ke-
bakaran hutan dan lahan 
(Karhutla) terjadi di wilayah 

pertanian masyarakat Desa 
Betaua, Kecamatan Tojo, 
Kabupaten Tojo Una-una.

Kebakaran tersebut mu-
lai diketahui pada Selasa 
(8/9/2026) dan hingga Rabu 

Kapolsek Tojo Pastikan Penanganan 
Karhutla di Desa Betaua Terus Dilakukan

S U L T E N G  R A Y A  – 
Suasana dini hari di Kelura-
han Kilongan Permai, Keca-
matan Luwuk Utara, men-
dadak memanas. Sejumlah 
pemuda yang diduga dalam 
kondisi mabuk akibat minu-
man keras (miras), membuat 
keributan.

Situasi sempat memanas 
dimana kedua kelompok 
sempat terlibat perkelahi-
an, bahkan seorang lainnya 
menggunakan senjata tajam. 
Namun situasi itu berhasil 
dicegah setelah warga yang 
berada dilokasi memilih 
menghubungi layanan Call 
Center 110 Polresta Banggai. 
Laporan tersebut langsung 

direspons polisi. Tim Unit 
Reaksi Cepat Polresta Bang-
gai dan Polsek Luwuk ber-
gerak menuju lokasi pada 
Kamis (10/9/2026) sekitar 
pukul 02.00 Wita.

Setibanya di lokasi, petu-
gas mendapati situasi sudah 
memanas. Kelompok pemu-
da yang diduga membuat 
onar yang berjumlah sekitar 
empat orang sedang terlibat 
keributan.

Polisi kemudian mengam-
bil langkah cepat dengan 
meredam situasi dan be-
rupaya mengamankan para 
pemuda tersebut.

Setelah situasi berhasil 
dikendalikan, pemuda itu 

dibawa ke Polsek Luwuk 
untuk menjalani pemeriks-
aan lebih lanjut.

Kapolsek Luwuk, AKP 
Muh. Asdar, mengatakan 
laporan masyarakat melalui 
Call Center 110 sangat mem-
bantu polisi mengetahui 
adanya gangguan keama-
nan yang terjadi di tengah 
masyarakat.

“Begitu ada laporan, 
langsung kami arahkan ke 
lokasi. Kami utamakan me-
redam situasi dan tentu 
mengamankan orangnya 
dan mencegah jangan sam-
pai terjadi keributan atau 
main hakim sendiri,” terang 
Asdar. AMR

SULTENG RAYA - Menyemarak-
kan Hari Pelanggan Nasional 2026, 
PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 
Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota-
mobagu menegaskan komitmennya 
untuk menghadirkan pelayanan lis-
trik yang andal, berkualitas, dan be-
rorientasi pada kepuasan pelanggan. 
Komitmen ini diwujudkan melalui 
serangkaian kunjungan silaturahmi 
dan dialog interaktif bersama para 
pemangku kepentingan (stakehol-
ders) di Kabupaten Bolaang Mongon-
dow Timur (Boltim), belum lama ini.

Rangkaian kunjungan difokuskan 
kepada jajaran Pemerintah Kabupa-
ten Boltim yang disambut langsung 
oleh Bupati Boltim, Manajemen 
RSUD Boltim, serta PT Brantas Abi-
praya selaku kontraktor pelaksana 
pembangunan RSUD Boltim. 

Kunjungan ini menjadi momentum 
strategis bagi PLN untuk menyerap 
aspirasi, mendengarkan masukan, 
serta memastikan kebutuhan kelis-
trikan di wilayah tersebut terpenuhi 
secara optimal.

General Manager PLN Unit Induk 
Distribusi (UID) Suluttenggo, Usman 
Bangun, menegaskan keandalan pa-
sokan listrik bagi fasilitas publik dan 
proyek strategis daerah merupakan 
prioritas utama PLN di seluruh wi-
layah kerjanya.

“Hari Pelanggan Nasional bukan 
sekadar seremoni tahunan, melain-
kan pengingat bagi seluruh insan 
PLN untuk terus memperkuat fon-
dasi pelayanan dan menghadirkan 
kepuasan maksimal bagi pelanggan,” 
ungkap Usman. 

“Kami pastikan PLN siap men-
dukung penuh pembangunan infra-
struktur daerah di Bolaang Mong-
ondow Timur, khususnya fasilitas 
pelayanan publik seperti RSUD. 

Bikin Onar, Empat 
Pemuda Mabuk Diciduk Polisi

FOTO bersama setelah dialog interaktif bersama para pemangku kepentingan (stake-
holders) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). FOTO : DOK.PLN

Perkuat Sinergi dan Keandalan 
Listrik Bersama Stakeholder di Boltim

Pasokan listrik yang andal, efisien, 
dan berkelanjutan adalah komitmen 
kami untuk mendorong kualitas hi-
dup masyarakat dan pertumbuhan 
ekonomi daerah,” tambahnya.

Dalam pertemuan teknis bersama 
Manajemen RSUD Boltim dan PT 
Brantas, PLN mendiskusikan secara 
mendalam kebutuhan daya serta 
keandalan listrik yang diperlukan, 
baik selama tahap konstruksi pem-
bangunan hingga kesiapan operasi-
onal penuh RSUD nantinya. Penyia-
pan skema kelistrikan yang matang 
sangat krusial mengingat rumah 
sakit merupakan fasilitas kesehatan 
vital yang membutuhkan keandalan 
listrik tanpa henti (zero down time).

Manager PLN UP3 Kotamoba-
gu, Ade Arrang Malle Mantiri, 
menyampaikan bahwa momen Hari 
Pelanggan Nasional dimanfaatkan 
PLN untuk turun langsung menden-
garkan kebutuhan nyata pelanggan 
di lapangan.

“Melalui komunikasi dan koordi-
nasi intensif sejak dini, kami dapat 
memetakan kebutuhan kelistrikan 

secara presisi serta mempersiapkan 
infrastruktur pendukung yang tepat 
dan optimal,” ujar Ade.

Ade menambahkan, sinergi yang 
solid antara PLN, pemerintah daerah, 
pengelola fasilitas umum, dan mitra 
kerja merupakan kunci utama dalam 
menciptakan pelayanan kelistrikan 
yang responsif dan proaktif terhadap 
perkembangan dinamika daerah.

Apresiasi tinggi turut disampaikan 
oleh Direktur RSUD Boltim, dr. Ran-
dya Permadi, atas langkah proaktif 
dan perhatian yang ditunjukkan oleh 
PLN UP3 Kotamobagu.

“Kami menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih mendalam atas 
kunjungan serta koordinasi aktif dari 
jajaran PLN. Bagi kami, kepastian 
dan keandalan pasokan listrik adalah 
salah satu pilar vital dalam keberha-
silan pembangunan serta operasional 
fasilitas kesehatan kelak. Koordinasi 
sejak awal ini memberikan kepastian 
bahwa RSUD Boltim dapat melayani 
masyarakat secara maksimal tanpa 
kendala kelistrikan,” ungkap dr. 
Randya.*/HJ

SEJUMLAH petugas saat melakukan pemadaman Karhutla di 
Desa Betaue, Rabu (9/9/2026). FOTO: DOK.POLSEK TOJO

SABIAN Fathul Ilmi, saat menjajal sirkuit Motegi, Jepang pada R3 BLU CRU Asia- 
Pacific Championship, belum lama ini. FOTO : DOK.YAMAHA 

EMPAT pemuda yang membuat keributan/onar, saat diamankan di Polsek Luwuk, Kamis (10/9/2026) 
dini hari. FOTO: IST

(9/9/2026) masih dalam 
penanganan petugas gabun-
gan karena terdapat titik api 
yang sulit dijangkau akibat 
kondisi medan yang terjal 
dan berbatu.

Kapolsek Tojo Iptu I Gus-
ti Lanang Mardika, S.H., 
menjelaskan, informasi awal 
mengenai kebakaran diteri-
ma pada Selasa (8/9/2026) 
sekitar pukul 13.15 wita.

Saat itu, Bhabinkamtibmas 
Desa Betaua Bripka Jabbar 
Abu mendapatkan laporan 
dari masyarakat yang meli-
hat kepulan asap tebal dari 
kejauhan di wilayah pertani-
an masyarakat Desa Betaua.

“Setelah mendapatkan 
informasi tersebut, kami 
langsung melakukan pen-
gecekan ke lokasi untuk 
memastikan kondisi dan 
mengambil langkah penan-
ganan,” ujar Gusti Lanang.

Selanjutnya, pada Selasa 
(8/9/2026) siang, Kapolsek 
bersama Bhabinkamtibmas 
Desa Betaua menuju lokasi 
kebakaran.

Setibanya di lokasi, pe-
tugas mendapati delapan 
orang anggota Masyarakat 
Peduli Api (MPA) telah be-
rada di lokasi dan berupaya 
melakukan pemadaman 
menggunakan tangki sem-
prot manual.

Dalam proses pemada-
man tersebut, petugas dan 
MPA masih menemukan 
sejumlah titik api yang be-
lum dapat dipadamkan. 
Kondisi medan yang terjal 
dan berbatu menjadi ken-
dala sehingga beberapa titik 
api sulit dijangkau secara 
langsung.

Kemudian, pada Rabu 
(9/9/2026) pagi, personel 
Polsek Tojo bersama MPA 
kembali mendapatkan infor-
masi bahwa api membesar 
dan meluas ke arah timur.

Menindaklanjuti informa-
si tersebut, personel Polsek 
Tojo bersama MPA kembali 
bergerak melakukan upaya 
pemadaman dan pengen-
dalian api menggunakan 
peralatan yang tersedia.

PLN UP3 KOTAMOBAGU

“Sampai saat ini petugas 
gabungan masih standby di 
sekitar lokasi karena masih 
terdapat titik api yang be-
lum bisa dijangkau,” kata 
Kapolsek.

Berdasarkan pendataan 
sementara, luas lahan yang 
terbakar diperkirakan men-
capai kurang lebih 10 hek-
tare. Dalam penanganan 
Karhutla tersebut, personel 

gabungan yang terlibat ter-
diri dari 2 personel TNI, 5 
personel Polri, 2 personel 
pemadam kebakaran, serta 
dibantu oleh masyarakat.

Kepolisian bersama TNI, 
pemadam kebakaran, MPA, 
dan masyarakat terus me-
lakukan pemantauan serta 
upaya penanganan guna 
mencegah api semakin me-
luas. AMR

PARA pendemo mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Untad membentangkan spanduk protes mengenai rusaknya alam akibat 
aktivitas pertambangan dan mendesak anggota DPRD Sulteng untuk mendorong dievaluasinya program Makan Bergizi Gratis 
(MBG), saat  berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulteng, Kamis (10/9/2026). FOTO: AMAR SAKTI
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Kebakaran yang terjadi 
sekitar pukul 12.00 WITA 
tersebut menghanguskan 
lahan seluas kurang lebih 5 
hektare. Lokasi kebakaran 
berjarak sekitar 300 meter 

dari permukiman warga.
Mengetahui adanya ti-

tik api, Babinsa Koramil 
1305-08/Momunu bersama 
aparat desa dan masyarakat 
segera menuju lokasi untuk 

PETUGAS Damkar Pemda Buol saat berusaha memadamkan kebakaran lahan perkebunan sagu mi-
lik masyarakat di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Selasa 
(8/9/2026) siang. FOTO: DOK TNI

Kebakaran Lahan Sagu 
di Pomayagon Buol

SULTENG RAYA - Kebakaran melanda 
lahan perkebunan sagu milik masyarakat 
di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, 
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Selasa 
(8/9/2026) siang.

melakukan pemadaman se-
cara manual menggunakan 
tangki semprot air gendong.

Upaya pemadaman ke-
mudian diperkuat oleh 
Damkar Pemda Buol yang 
tiba sekitar pukul 13.00 
WITA. Personel TNI, Polri, 
aparat desa, Damkar dan 
masyarakat bahu membahu 
mengendalikan kobaran api 
agar tidak meluas ke area 
perkebunan maupun per-
mukiman warga.

Setelah melakukan upaya 
pemadaman selama bebe-
rapa jam, api berhasil dipa-
damkan sekitar pukul 15.15 
WITA. Selanjutnya, aparat 
gabungan melakukan pen-
dinginan guna memastikan 
bara api di sejumlah titik be-
nar-benar padam dan tidak 
kembali menyala.

Akibat kejadian tersebut, 
sekitar 50 pohon sagu turut 
terbakar. Tidak terdapat 
korban jiwa maupun kor-
ban luka dalam peristiwa 
tersebut.

Dugaan sementara, keba-
karan diduga berasal dari 
puntung rokok warga yang 
sedang beraktivitas men-
golah sagu. Namun, penye-
bab pasti kebakaran masih 
dalam penelusuran.

Sebanyak 55 personel ter-
libat dalam upaya penan-
ganan, terdiri dari personel 
Kodim 1305/BT, Personel 
Polres Buol, aparat Desa 
Pomayagon, masyarakat, 
serta personel Damkar Pem-
da Buol.

Kesigapan aparat bersama 
masyarakat dalam meres-
pons kejadian tersebut ber-
hasil mencegah api meluas 
dan mengancam permuki-
man warga. Peristiwa ini 
sekaligus menjadi pengingat 
pentingnya kewaspadaan 
dan kehati-hatian masyara-
kat dalam melakukan akti-
vitas di lahan, khususnya di 
tengah kondisi yang rawan 
terjadi kebakaran.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  – 
Pengadilan Negeri (PN) 
Palu menolak seluruh per-
mohonan praperadilan 
yang diajukan RA terkait 
penetapan dirinya sebagai 
tersangka dugaan tindak 
pidana di bidang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
(ITE). Sidang digelar di Ru-
ang Sidang Candra PN Palu, 
Senin (8/9/2026).

Sidang praperadilan den-
gan nomor perkara 18/Pid.
Pra/2026/PN Pal tersebut 
diajukan RA melalui kuasa 
hukumnya, Muhammad 
Taher, S.H. Praperadilan itu 
berkaitan dengan penetapan 
tersangka yang dilakukan 
penyidik Subdit I Ditressiber 
Polda Sulawesi Tengah.

Perkara yang disangkakan 
berkaitan dengan dugaan 

tindak pidana sebagaima-
na diatur dalam Pasal 27A 
Jo Pasal 45 ayat (4) UU RI 
Nomor 1 Tahun 2024 ten-
tang perubahan kedua atas 
UU RI Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.

Dalam persidangan yang 
dibuka untuk umum se-
kitar pukul 11.45 WITA, 
hakim tunggal Nasution, 
S.H. kemudian membacakan 
putusan. Hakim menyata-
kan menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya 
serta membebankan biaya 
perkara kepada pemohon 
sebesar nihil. 

Dalam pertimbangannya, 
hakim menilai penetapan 
RA sebagai tersangka te-
lah memenuhi ketentuan 
hukum. Termohon disebut 

SUASANA sidang praperadilan dengan nomor perkara 18/Pid.
Pra/2026/PN Pal, di Ruang Sidang Candra PN Palu, Senin 
(8/9/2026). FOTO: DOK POLDA SULTENG

PN Palu Tolak 
Praperadilan RA, 

Penetapan Tersangka 
Polda Sulteng 

telah memiliki sedikitnya 
lima alat bukti sah, yakni ke-
terangan saksi, keterangan 
ahli, surat, bukti elektronik, 
dan barang bukti.

Hakim juga menilai alat 
bukti tersebut memiliki 
persesuaian satu sama lain 
dan diperoleh melalui cara 
yang tidak melawan hu-
kum. Dengan demikian, ha-
kim menyatakan penetapan 
tersangka terhadap pemo-
hon dinilai sah menurut 
hukum.

Selain penetapan tersang-
ka, hakim turut mempertim-
bangkan proses penyitaan 
barang bukti yang dilaku-
kan penyidik. Penyitaan 
dinilai telah dilengkapi surat 
perintah penyitaan, berita 
acara, tanda penerimaan ba-
rang bukti, serta proses pem-
bungkusan dan penyegelan. 
Penyitaan tersebut juga telah 
memperoleh persetujuan 
dari Ketua PN Palu.

Kabidhumas Polda Sula-
wesi Tengah Kombes Pol 
Achmad Muhaimin dalam 
keterangan tertulisnya Rabu 
(9/9/2026) mengatakan, 
bahwa putusan tersebut 
menjadi bagian dari proses 
hukum yang harus dihor-
mati. "Polda Sulawesi Ten-
gah menghormati putusan 
pengadilan dan akan tetap 
menjalankan proses pen-
yidikan sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku," kata-
nya.*/YAT

SULTENG RAYA — 
Lembaga Pembinaan Khu-
sus Anak (LPKA) Kelas II 
Palu menggelar peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 
SAW yang diikuti anak bin-
aan, jajaran pegawai, peserta 
magang Dinas Ketenagaker-
jaan (Disnaker) Palu, serta 
mahasiswa Praktik Penga-
laman Lapangan (PPL) UIN 
Datokarama Palu, Sabtu 
(5/9/2026).

Mengusung tema “Men-
yalakan Cinta, Menumbuh-
kan Rindu kepada Rasulul-
lah SAW”, kegiatan diisi 
pembacaan ayat suci Al-
Qur’an, puisi, makakib Nabi 
Muhammad SAW, shalawat 
dan Mahallul Qiyam, serta 
ceramah agama.

Nuansa haru terasa saat 
Saudari Nurul, peserta ma-
gang Disnaker, membaca-
kan puisi tentang cinta dan 
kerinduan kepada Rasulul-
lah SAW. Penampilannya 
mendapat perhatian dan 
antusiasme dari para peser-
ta, khususnya anak binaan.

Kepala LPKA Palu, Welly, 
mengatakan Maulid Nabi 
menjadi momentum untuk 
meneladani akhlak Rasu-
lullah sekaligus mendorong 
anak binaan memperbaiki 
diri.

“Peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW menjadi 
momentum bagi kita semua 
untuk kembali mengingat 
dan meneladani akhlak Ra-
sulullah. Bagi anak-anak 
binaan, keteladanan tersebut 
diharapkan menjadi bekal 
untuk memperbaiki diri dan 
mempersiapkan masa depan 
yang lebih baik,”ujar Welli. 

Sementara itu, Ustaz Afdal 
Zainal dalam ceramahnya 
mengajak peserta menjadi-
kan Rasulullah SAW sebagai 
teladan dalam kehidupan.

“Perubahan harus dimulai 
dari diri sendiri. Setiap ma-
nusia memiliki kesempatan 
untuk menjadi lebih baik. 
Masa lalu bukan alasan un-
tuk berhenti memperbaiki 
diri, tetapi menjadi pelajaran 
untuk melangkah menuju 

masa depan,” tuturnya.
Pesan tersebut  turut 

dirasakan anak binaan 
berinisial FR. Ia mengaku 
mendapatkan pelajaran ber-
harga dari kegiatan tersebut.

“Saya merasa senang 
mengikuti kegiatan Mau-
lid Nabi. Banyak pelajaran 
yang saya dapat, terutama 
tentang pentingnya menja-
di pribadi yang lebih baik, 
menghormati orang lain, 
dan memperbaiki diri. Saya 
ingin menjadikannya seba-
gai motivasi selama menjala-
ni pembinaan,” ungkap FR.

LPKA Palu berharap Mau-
lid Nabi Muhammad SAW 
menjadi momentum bagi 
anak binaan untuk men-
yalakan kembali harapan, 
memperbaiki diri, dan me-
nata masa depan. 

Di balik tembok pembin-
aan, selalu ada kesempatan 
untuk berubah dan me-
langkah menuju kehidupan 
yang lebih baik dengan me-
neladani akhlak Rasulullah 
SAW.*/YAT

SUASANA peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti anak binaan, jajaran pegawai, pe-
serta magang Disnaker Palu, serta mahasiswa PPL UIN Datokarama Palu, Sabtu (5/9/2026). FOTO: 
HUMAS LPKA PALU

Gelorakan Cinta 
Rasul, LPKA Palu Gelar 
Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW
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Kepala MAN 2 Rembang, 
Achmad Syuhada, meng-
onfirmasi kasus dugaan 
keracunan pada anak-anak 
didiknya. Dia mengatakan, 
gejala keracunan muncul 
secara bertahap pada Selasa. 
“Diduga kuat keracunan ini 
berasal dari makanan pro-
gram MBG pada hari Senin 
(7/9/2026) siang,” ujarnya 
saat diwawancara. Dia men-
gatakan, menu MBG yang 
disajikan pada Senin terdiri 
dari nasi, ayam kare, oseng 
jagung, dan potongan buah 
melon. Di antara para siswa, 
terdapat puluhan yang men-
galami mual dan muntah 
cukup parah. “Jumlah siswa 
terdampak mencapai 271 
anak. Sebanyak 26 siswa di-
bawa ke Puskesmas Lasem,” 
ucapnya.

Menurut Syuhada, seti-
daknya terdapat tujuh guru 
yang turut mengalami gejala 

keracunan MBG. “Namun 
kondisinya tidak sampai 
harus masuk ke puskes-
mas,” ujarnya.

Sementara itu Kepala 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kabupaten Rembang, Ali 
Syofi’i, mengatakan, ber-
dasarkan hasil anamnesis, 
sejumlah siswa di MAN 2 
Rembang sudah mulai men-
galami gejala mulas atau sa-
kit perut pada Senin petang 
sekitar pukul 18.00 WIB. 
Kemudian siswa lainnya 
menunjukkan gejala secara 
bertahap pada Selasa pagi. 

“Sebagian yang dirawat 
keluhannya adalah mual, 
muntah, nyeri perut, diare, 
dan juga lemas,” kata Ali. 

Ali  mengungkapkan, 
pihaknya sudah memulai 
penyelidikan epidemiologi 
terkait kasus dugaan ke-
racunan MBG di MAN 2 
Rembang. “Tentu kami akan 

SISWA keracunan MBG. FOTO: DOK IST

Siswa-Guru MAN 
2 Rembang Diduga 

Keracunan MBG

SULTENG RAYA — Sebanyak 271 siswa 
dan tujuh guru di Madrasah Aliah Negeri 
(MAN) 2 Rembang, Jawa Tengah, diduga ke-
racunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mere-
ka mengalami mual dan muntah pada Selasa 
(8/9/2026).

memastikan terkait dengan 
sumber permasalahan kasus 
ini ya. Apakah betul ini 
karena keracunan makanan 
atau karena yang lain. Kita 
pastikan melalui kegiatan 
penelitian epidemiologi,” 
ucapnya. 

Dia memastikan, Dinkes 
Rembang juga bakal meng-
inspeksi Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) 
Ngemplak selaku pihak 
yang menyalurkan MBG ke 
MAN 2 Rembang. “Kami in-
speksi di sana terkait dengan 
proses waktu masak, terkait 
bagaimana rantai pasokan 
logistiknya, bagaimana pen-
yimpanannya, bagaimana 
cara masaknya, bagaimana 
ketika mereka melakukan 
packing, pemorsian, dan 
seterusnya. Semua kami 
lakukan penilaian, setelah 
itu kami laporkan,” kata Ali. 

“Setelah itu, tidak kalah 
penting, dalam rangka men-
cari bukti terkait dengan 
permasalahan ini, kami akan 
melakukan uji uji laborato-
rium dari sampel makanan, 
sampel bahan makanan, 
kemudian dari mungkin 
muntahan atau feses dari 
yang mengalami diare,” 
tambah Ali.RPB

SULTENG RAYA - Dom-
pet Dhuafa membangun Se-
kolah Darurat di SMPN 5 
Aesesa dan TK Waemburug 
di Kelurahan Waekokak serta 
SDN Natakupe di Kelurahan 
Rendutenoe. Di SMPN 5 Aese-
sa, pascagempa terjadi, mere-
ka melakukan kegiatan belajar 
mengajar di lapangan dengan 
tenda seadanya. Bahkan ada 
satu jenjang yang belajar di 
bawah pohon lantaran tidak 
adanya ruang yang layak 
dan aman.

"Kami belajarnya di ru-
angan, yang atapnya meng-
gunakan pohon," ujar Qui-
rinus Anjelo Senggo salah 
satu murid SMPN 5 Aesesa, 
Rabu (9/9/2026). Kemudian 
hadir Dompet Dhuafa melalui 
kawan-kawan Disaster Ma-
nagement Center (DMC) dan 
Dompet Dhuafa NTT dengan 
mendirikan dua ruang Se-
kolah Darurat. Satu diperun-
tukan ruang perpustakaan, 
satu lagi untuk ruang kelas.

Saat Sekolah Darurat berdi-
ri, anak-anak memadati tenda 
Sekolah Darurat untuk men-
gerjakan ujian. Tidak sampai 
di sana, Dompet Dhuafa juga 
memberikan edukasi mitigasi 
bencana gempa bumi kepada 
murid SMPN 5 Aesesa. Terli-
hat anak antusias menyimak 
edukasi yang diberikan den-
gan penyampaian yang seder-
hana dan mudah dipahami.

"Kami ada nyanyi-nyanyi 
tentang ketika gempa kita har-
us melindungi kepala supaya 
bangunan tidak jatuh terkena 
kepala," lanjut Anjelo.

"Kehadiran Dompet Dhua-
fa sangat membuat kami hap-
py, karena kami punya tenda 
Sekolah Darurat di sini," sam-

DOMPET Dhuafa membangun Sekolah Darurat di SMPN 5 Aese-
sa dan TK Waemburug di Kelurahan Waekokak serta SDN Nata-
kupe di Kelurahan Rendutenoe. FOTO: DOMPET DHUAFA

Dampak Gempa NTT Sejumlah Bagunan Sekolah Belum Pulih
bungnya. Pihak sekolah juga 
menuturkan banyak terima 
kasih atas keterlibatan Dom-
pet Dhuafa dalam menunjang 
kegiatan belajar yang nyaman 
dan aman di masa tanggap 
darurat gempa NTT.

"Kehadiran Dompet Dhuafa 
sangat membantu kami. Teta-
pi dengan ada bantuannya 
Dompet Dhuafa ini, tendanya 
lebih aman," ungkap Ibu Guru 
Ananias selaku Guru Pengajar 
Pancasila SMPN 5 Aeses

"Selain itu anak-anak juga 
dibekali edukasi penanganan 
ketika terjadi bencana," sam-
bungnya. Berdasarkan lapo-
ran Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofi sika (BMKG) 

pada 8 September 2026 pada 
pukul 17.00 WIB, telah terja-
di gempa susulan sebanyak 
13.657.

Melihat hal ini, instansi 
pendidikan melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar di 
tempat yang aman, seperti 
lapangan terbuka atau di 
bawah pohon yang rindang. 
Namun menjadi masalah 
ketika pihak sekolah tidak 
punya sarana yang memadai 
untuk menunjang kegiatan 
belajar mengajar misal tidak 
ada terpal atau tenda untuk 
menahan cuaca panas atau 
hujan di kala kegiatan belajar.

"Kami melihat dengan ke-
hadiran Sekolah Darurat ini 

mampu menjadi ruang aman 
anak dan guru dari bencana 
maupun cuaca untuk me-
laksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan nyaman," 
pungkas Abdul 'Labing' Aziz 
selaku tim DMC Dompet 
Dhuafa yang merupakan PIC 

Respons Gempa NTT Penu-
gasan Kabupaten Nagekeo.

Hingga kini DMC masih 
terus membersamai untuk 
percepatan pemulihan pen-

yintas gempa di NTT. Semoga 
masyarakat atau penyintas 
terdampak gempa bisa segera 
pulih dan mampu menata 
kembali masa depannya.RPB

Erupsi Anak Krakatau, DPR Soroti 
Perlindungan Warga Terdampak

SULTENG RAYA - Erupsi 
Gunung Anak Krakatau ber-
potensi mengganggu berbagai 
aktivitas masyarakat di wilay-
ah terdampak. Kondisi terse-
but perlu diantisipasi dengan 
memastikan kebutuhan dasar, 
layanan kesehatan, hingga 
akses bantuan tetap tersedia 
bagi masyarakat. 

Anggota Komisi VIII DPR 
RI Surahman Hidayat men-
gatakan penanganan dampak 
erupsi tidak cukup hanya me-
lalui pemantauan aktivitas gu-
nung api dan peringatan dini. 
Perlindungan masyarakat 
juga perlu menjadi perhatian, 
terutama bagi warga yang 
aktivitasnya mulai terganggu 
akibat dampak erupsi.

 “Yang paling penting 
adalah masyarakat. Jangan 
sampai warga yang sudah ter-
dampak bencana justru harus 
menghadapi persoalan baru 
karena kebutuhan dasar, kese-
hatan, maupun akses terhadap 
bantuan tidak terpenuhi,” 
ujar Surahman dalam siaran 
persnya, Senin (7/9/2026) 
lalu. Dampak erupsi dapat 
memengaruhi berbagai aspek 
kehidupan masyarakat, mulai 
dari kesehatan, aktivitas eko-
nomi, pendidikan anak, mo-
bilitas, hingga kondisi sosial 
keluarga. 

Karena itu, kebutuhan se-

perti makanan, air bersih, 
layanan kesehatan, perlin-
dungan pernapasan, serta 
kebutuhan khusus kelompok 
rentan perlu menjadi bagian 
dari penanganan.

“Jangan hanya menghitung 
berapa banyak wilayah yang 
terkena abu vulkanik. Kita 
juga harus melihat berapa 
banyak keluarga yang ak-
tivitasnya terganggu, siapa 
yang paling membutuhkan 
bantuan, dan apa yang mere-
ka perlukan agar dapat tetap 
menjalani kehidupan dengan 
aman,” ungkapnya. 

Perhatian khusus juga di-
perlukan bagi kelompok ren-
tan, seperti anak-anak, lanjut 
usia, penyandang disabilitas, 
ibu hamil, serta masyarakat 
yang memiliki keterbatasan 
dalam mengakses layanan. 
Kelompok tersebut dinilai 
membutuhkan perlindungan 
dan dukungan lebih besar 
selama kondisi bencana.

Selain kebutuhan dasar, Su-
rahman mendorong adanya 
langkah lanjutan apabila dam-
pak erupsi berlangsung dalam 
waktu panjang. Bantuan dan 
pendampingan kepada masy-
arakat, menurutnya, perlu 
diberikan secara berkelanjutan 
hingga kondisi kehidupan 
warga kembali pulih.

“Bantuan jangan hanya 

hadir pada saat situasi men-
jadi perhatian publik. Kalau 
dampaknya berlangsung le-
bih lama, negara harus me-
mastikan masyarakat tetap 
mendapatkan pendampingan 
sampai kondisinya benar-be-
nar pulih,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VIII 
DPR RI yang membidangi 
urusan sosial dan memiliki 
mitra kerja di bidang penang-
gulangan bencana, Surahman 
juga menilai koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah 
perlu diperkuat. Koordina-
si tersebut diperlukan agar 
masyarakat terdampak mem-
peroleh perlindungan dan 
pelayanan yang layak.

Ia juga meminta data masy-
arakat terdampak diperbarui 
secara berkala agar penyalu-
ran bantuan sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan di 
lapangan. 

Menurutnya, data yang 
akurat penting untuk me-
mastikan masyarakat yang 
membutuhkan tidak terlewat 
dalam penyaluran bantuan.

“Data korban dan masya-
rakat terdampak harus men-
jadi dasar dalam mengambil 
kebijakan. Jangan sampai 
bantuan tidak tepat sasaran 
karena data tidak diperbarui. 
Masyarakat yang membutuh-
kan harus dipastikan meneri-

ma haknya,” ujarnya.
Politikus Fraksi PKS ini 

mengungkapkan keprihati-
nannya terhadap masyarakat 
yang terdampak bencana. Ia 
juga mengajak masyarakat 
tetap tenang serta mengikuti 
informasi dan arahan resmi 
dari pemerintah maupun 
petugas kebencanaan. Masy-
arakat juga diingatkan tidak 
menyebarluaskan informasi 
yang belum terverifi kasi guna 
mencegah kepanikan.

“Bencana adalah ujian bagi 
kepedulian kita sebagai bang-
sa. Mari kita hadir bersama 
masyarakat, membantu me-
reka yang membutuhkan, dan 
memastikan saudara-saudara 
kita yang terdampak tidak 
merasa sendirian,” katanya.

Erupsi Gunung Anak Kra-
katau sejak Jumat malam, 4 
September 2026, berdampak 
pada aktivitas masyarakat di 
sejumlah wilayah. Sebaran 
abu vulkanik membuat se-
jumlah sekolah menerapkan 
PJJ, sementara masyarakat 
diimbau menggunakan mas-
ker dan mengurangi aktivitas 
di luar ruangan. Di tengah 
kondisi tersebut, lima gunung 
api lainnya tercatat berada 
pada status Siaga, sehingga 
kewaspadaan dan kesiapsi-
agaan bencana perlu terus 
diperkuat.RPB

SULTENG RAYA - Rek-
tor IPB University, Dr Alim 
Setiawan Slamet, S.T.P., M.Si., 
resmi melepas keberangkatan 
barang bantuan IPB Universi-
ty Peduli dan Aksi Relawan 
Mandiri Himpunan Alumni 
IPB (ARM HA-IPB) untuk 
masyarakat terdampak gempa 
bumi di Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dalam sebuah acara 
pelepasan yang berlangs-
ung khidmat di Science and 
Technology Park (STP) IPB di 
Taman Kencana, Kota Bogor, 
Selasa (8/9/2026).

Bantuan yang diberangkat-
kan terdiri atas 6.350 paket 
nasi steril siap makan yang 
diproduksi IPB University 
melalui Lembaga Pengem-
bangan Agromaritim dan 
Akselerasi Innopreneurship 
(LPA2I) dan MT Farm dengan 
berat 1,27 ton. IPB dan ARM 
HA-IPB juga mengirimkan 
tiga unit mesin pompa air 
listrik, satu unit mesin pompa 
air BBM, tiga unit mesin fi lter/
penjernih air, dua unit mesin 
Reverse Osmosis (R/O), 24 

boks buku dan mainan untuk 
anak-anak, 11 boks perleng-
kapan pribadi, dan dua boks 
Alquran. Mesin penjernih air 
dan mesin R/O merupakan 
sumbangan dari Yayasan Satu 
Umat dan Alumni SMAN 70 
Jakarta melalui ARM HA-IPB.

Turut mendampingi Rektor 
IPB University mengibarkan 
bendera pelepasan bantuan 
tersebut antara lain Ketua 
Umum ARM HA-IPB, Ir Ah-
mad Husein, M.Si; Sekjen 
ARM, Ir Agus Rusli, M.M; 
Ketua 2 ARM, Ir Emy Puji 
Astuti; Wakil Rektor Bidang 
Riset, Inovasi, dan Pengem-
bangan Agromaritim, Prof 
Dr Ir Ernan Rustiadi, M.Agr; 
Kepala LPA2I, Dr Handian 
Purwawangsa, S.Hut, M.Si; 
Kepala Unit Wakaf dan Dana 
Sosial (UWDS) IPB, Prof Dr 
Alla Asmara, S.Pt, M.Si; para 
perwakilan badan otonom 
Himpunan Alumni IPB; per-
wakilan BEM se-IPB; relawan 
ARM; dan tamu undangan 
lainnya.

“IPB University berharap 

bantuan yang telah dikumpul-
kan bersama dengan sivitas 
akademika, alumni IPB, dan 
masyarakat dapat membantu 
saudara-saudara kita yang 
terdampak bencana di NTT. 
Alhamdulillah, kita dapat 
mengirimkan nasi steril in-
stan siap makan ini sebagai 
salah satu hasil inovasi IPB,” 
ujar Alim Setiawan Slamet. Ia 
menegaskan bahwa bantuan 
ini tidak berhenti hanya pada 
jangka pendek tanggap daru-
rat, melainkan jika dibutuhkan 
hingga jangka panjang dalam 
rangka meningkatkan ketaha-
nan pangan, air, dan lingkun-
gan. Rektor IPB University 
juga menyampaikan apresi-
asi yang tinggi kepada ARM 
HA-IPB yang terus menjadi 
garda depan IPB University 
dalam melaksanakan aksi-aksi 
kemanusiaan. “ARM HA-IPB 
selalu terdepan dan dapat 
diandalkan dalam membawa 
amanah dari IPB University 
membantu masyarakat di 
berbagai wilayah bencana di 
Indonesia,” lanjut Alim.

Dalam acara tersebut dise-
rahkan pula hasil pengum-
pulan donasi di lingkungan 
IPB sebesar Rp 30 juta oleh 
Kepala UWDS, Prof. Alla 
Asmara, kepada ARM HA-
IPB. Sementara itu, M. Afif 
Fathin Ridho, mewakili Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
se-IPB, juga menyampaikan 
donasi hasil penggalangan 
mereka sebesar Rp 8 juta le-
bih. Adapun Ketua Umum 
Persatuan Golf Alumni IPB 
(PGA-IPB), Teguh Juwarno, 
secara spontan menyampai-
kan donasi sebesar Rp 25 juta 
kepada ARM HA-IPB untuk 
membantu warga NTT.

Pengiriman barang bantuan 
dengan berat total hampir 
1,5 ton ini dilakukan melalui 
ekspedisi jalur darat dengan 
dukungan para dermawan 
di Yayasan Kabua Dana Rasa 
sebagai mitra ARM HA-IPB. 
Rencananya, barang bantuan 
tersebut akan tiba di lokasi di 
Kabupaten Manggarai dan 
Manggarai Timur, Flores, 
NTT, minggu depan.RPB

Gempa NTT, IPB University Lepas 
Bantuan 6.350 Nasi Steril Siap Makan
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

ERUPSI sejumlah gunung api di 
Indonesia dalam waktu berde-
katan belakangan ini memuncul-
kan beragam spekulasi. Ada yang 

mengaitkannya dengan gempa bumi di 
belahan dunia lain. Bahkan, ada yang menu-
ding fenomena itu sebagai akibat rekayasa 
teknologi atau senjata tertentu.

Spekulasi semacam itu boleh saja lahir di 
ruang percakapan publik. Namun, jangan 
sampai ia mengalahkan akal sehat, ilmu 
pengetahuan, dan fakta.

Indonesia memang sedang menyaksikan 
peningkatan aktivitas sejumlah gunung api 
dalam periode Agustus hingga awal Sep-
tember. Anak Krakatau, Sinabung, Semeru, 
Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Ili Lewotolok 
tercatat mengalami aktivitas erupsi dalam 
rentang waktu berdekatan. Meski demiki-
an, bersamaan secara waktu tidak otomatis 
berarti berhubungan secara sebab-akibat.

Sejumlah pakar kegempaan dan mitigasi 
bencana sudah menegaskan fenomena terse-
but lebih tepat dipahami sebagai kebetulan 
spasial dan temporal. Penjelasan itu sangat 
masuk akal mengingat Indonesia berada di 
kawasan tektonik sangat aktif dan memiliki 
lebih dari 100 gunung api aktif.

Begitu pula dengan teori yang menghu-
bungkan erupsi dengan High-frequency 
Active Auroral Research Program atau 
HAARP. HAARP memang nyata. Fasilitas 
penelitian di Alaska itu digunakan untuk 
mempelajari ionosfer. Namun, hingga kini 
tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan 
teknologi tersebut mampu menciptakan 
gempa bumi, apalagi memerintah dapur 
magma ribuan kilometer jauhnya untuk 
memuntahkan isinya.

Karena itu, kita semestinya tidak membu-
ang energi untuk mengejar teori konspirasi 
ketika ancaman nyata berada di depan mata. 
Erupsi gunung api adalah keniscayaan bagi 
negeri yang berada di kawasan Ring of Fire. 
Yang tidak boleh menjadi keniscayaan ialah 
ketidaksiapan menghadapinya.

Pemerintah pusat dan daerah mesti me-
mastikan sistem peringatan dini berfungsi, 
jalur dan tempat evakuasi tersedia, logistik 
mencukupi, petugas siap, serta masyarakat 
memahami apa yang harus dilakukan ke-
tika status gunung meningkat. Informasi 
kebencanaan pun harus cepat, akurat, dan 
mampu membendung hoaks yang justru 
dapat menimbulkan kepanikan.

Lebih dari itu, kesiapan anggaran pe-
nanggulangan bencana harus diperkuat. 
Bila eskalasi bencana menuntut tambahan 
anggaran, pemerintah jangan ragu menye-
diakannya.

Dengan demikian, kita patut mengapre-
siasi sekaligus mendukung total langkah 
Presiden Prabowo Subianto yang baru saja 
menginstruksikan penambahan anggaran 
untuk mitigasi dampak bencana. Menurut 
Presiden, berada di Cincin Api Pasifik meng-
haruskan Indonesia punya kesiapsiagaan 
menghadapi bencana.

Efisiensi anggaran tidak boleh menggerus 
kemampuan negara melindungi kesela-
matan rakyat. Bencana tidak dapat dicegah 
seluruhnya. Namun, korban dan kerugian 
dapat diminimalkan melalui mitigasi yang 
baik.

Jadi, berhentilah sibuk mencari tan-
gan-tangan misterius di balik erupsi. Lebih 
baik kita memastikan tangan negara, peme-
rintah daerah, ilmuwan, dan masyarakat 
bergandengan menghadapi bencana.

Dalam urusan keselamatan manusia, ilmu 
pengetahuan harus memimpin. Kesiapsia-
gaan harus mengalahkan kecurigaan.*Media 
Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Pemerintah Bergerak Tekan 
Dampak Karhutla bagi Masyarakat

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) 
bukan semata persoalan luas area yang terbakar 
atau jumlah titik panas yang muncul. Di balik 
setiap kebakaran terdapat masyarakat yang 
berpotensi menghadapi gangguan kesehatan, 
kualitas udara yang menurun, aktivitas ekono-
mi yang terganggu, hingga terbatasnya ruang 
gerak anak-anak. 

KARENA itu, ke-
berhasilan pe-
nanganan kar-
hutla tidak cu-

kup diukur dari kemampuan 
memadamkan api, tetapi juga 
dari kemampuan pemerintah 
menekan dampaknya ter-
hadap masyarakat.

Dalam menghadapi kar-
hutla pada 2026, pemerintah 
memperlihatkan upaya yang 
semakin terpadu. Pemerin-
tah pusat dan daerah mem-
perkuat koordinasi dengan 
TNI-Polri, BNPB, BMKG, 
dunia usaha, relawan, serta 
masyarakat. Pendekatan ter-
sebut menunjukkan bahwa 
karhutla diperlakukan seba-
gai persoalan bersama yang 
membutuhkan respons lintas 
sektor.

Kalimantan Barat menjadi 
salah satu contoh. Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat 
mencatat area yang sebelum-
nya terbakar sekitar 38.310 
hektare telah menurun menja-
di sekitar 200 hektare. Jumlah 
titik api juga turun dari lebih 
dari 2.000 titik menjadi sekitar 
156 titik berdasarkan peman-
tauan terakhir.

Penurunan tersebut tidak 
terjadi secara otomatis. Pe-
merintah daerah bersama 
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karhutla sepanjang Juli hingga 
Agustus 2026, dengan 12.600 
kasus di antaranya dialami 
balita.

Angka tersebut memperli-
hatkan bahwa perlindungan 
kesehatan harus menjadi ba-
gian integral dari strategi 
penanganan karhutla. Api 
harus dikendalikan, tetapi 
masyarakat yang berada di 
wilayah terdampak juga har-
us mendapatkan informasi, 
layanan kesehatan, dan perl-
indungan dari paparan asap.

Perhatian khusus diper-
lukan terhadap kelompok 
rentan, terutama anak-anak. 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak menekankan bahwa 
kepentingan terbaik anak 
harus menjadi pertimban-
gan dalam setiap tahapan 
penanganan bencana. Kar-
hutla dapat memengaruhi 
kesehatan pernapasan anak, 
mengganggu pendidikan, 
membatasi aktivitas bermain, 
serta meningkatkan risiko 
persoalan psikososial ketika 
kondisi darurat berlangsung.

Dengan demikian, langkah 
pemerintah dalam menghada-
pi karhutla perlu dilihat seba-
gai upaya melindungi masy-
arakat secara menyeluruh. 
Penanganan tidak boleh ber-
henti ketika kobaran api pa-
dam, tetapi harus dilanjutkan 
melalui pemantauan kualitas 
udara, perlindungan kelom-
pok rentan, serta pemulihan 
kondisi sosial masyarakat.

Tantangan tersebut semakin 
besar karena BMKG mem-
peringatkan September 2026 
masih menjadi fase kritis 
karhutla,. Kondisi kering yang 
dominan, tingginya hotspot, 
serta pengaruh El Niño yang 
diperkirakan bertahan hingga 

awal 2027 membuat pemerin-
tah perlu mengandalkan sis-
tem peringatan dini dan data 
sebagai dasar pengambilan 
keputusan.

Pemerintah melalui Kepala 
BMKG Teuku Faisal Fathani 
dalam hal ini memperkuat 
pemantauan cuaca, iklim, 
kualitas udara, dan hotspot. 
Informasi tersebut kemu-
dian dapat menjadi dasar 
bagi pemerintah dalam me-
nentukan wilayah prioritas, 
mengerahkan sumber daya, 
dan mengambil langkah mi-
tigasi. Dukungan Operasi 
Modifikasi Cuaca (OMC) 
bersama BNPB, kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, 
BUMN, dan berbagai pihak 
juga menunjukkan bahwa 
pemerintah menggunakan 
beragam instrumen untuk 
mengurangi risiko.

Pendekatan berbasis data 
tersebut juga diperkuat BNPB 
melalui pemantauan hotspot 
harian yang bersumber dari 
data satelit BMKG dan Ke-
menterian Kehutanan. Den-
gan pembaruan informasi 
secara berkala, pemerintah 
dapat mengantisipasi muncul-
nya titik api baru sekaligus 
merespons kebakaran yang 
kembali aktif.

Kolaborasi juga diperluas 
melalui keterlibatan dunia 
usaha. Penanganan karhutla 
di Kabupaten Mempawah, 
Kalimantan Barat, melibatkan 
INALUM dan Borneo Alumi-
na Indonesia bersama peme-
rintah daerah, BNPB/BPBD, 
TNI, Polri, pemadam kebaka-
ran, relawan, dan masyarakat. 
Grup MIND ID turut menge-
rahkan personel pemadam 
kebakaran bersertifikat untuk 
memperkuat penanganan di 
lapangan.

Keterlibatan berbagai unsur 
tersebut memperlihatkan bah-
wa pemerintah sedang mem-
bangun pola penanganan yang 
tidak bergantung pada satu 
institusi. Setiap pihak memiliki 
peran: pemerintah mengoordi-
nasikan kebijakan dan sumber 
daya, BMKG menyediakan 
informasi, BNPB memperkuat 
manajemen bencana, aparat 
mendukung respons lapan-
gan, dunia usaha menambah 
kapasitas, dan masyarakat 
menjadi bagian penting dalam 
pencegahan.

Pada akhirnya, ukuran keber-
hasilan penanganan karhutla 
adalah masyarakat yang tetap 
aman, sehat, dan mampu men-
jalankan aktivitasnya. Karena 
itu, setiap titik api yang berhasil 
dikendalikan, setiap potensi ke-
bakaran yang berhasil dideteksi 
lebih awal, dan setiap warga 
yang terlindungi dari paparan 
asap merupakan bagian dari 
keberhasilan kebijakan.

Pemerintah memang tidak 
dapat menghilangkan seluruh 
risiko karhutla dalam sekejap. 
Namun, melalui koordinasi 
yang semakin kuat, peman-
faatan teknologi dan data, 
respons cepat, serta kolaborasi 
dengan berbagai unsur masy-
arakat, dampak kebakaran 
dapat ditekan.

Karhutla adalah tantangan 
bersama. Tetapi ketika peme-
rintah bergerak dan seluruh 
kekuatan ikut mengambil 
peran, ancaman tersebut 
dapat dikendalikan dengan 
lebih efektif. Pada akhirnya, 
api bukan satu-satunya yang 
harus dipadamkan. Dam-
paknya terhadap kehidu-
pan masyarakat juga harus 
menjadi perhatian utama. *) 
Analis Kebijakan Lingkungan 
dan Kebencanaan

TNI, Polri, Manggala Agni, 
Masyarakat Peduli Api, bri-
gade pemadam kebakaran, 
relawan, mahasiswa, dan 
berbagai unsur masyarakat 
terus melakukan pemadaman 
dan pengendalian. Gubernur 
Kalimantan Barat Ria Norsan 
menilai capaian tersebut me-
rupakan hasil kerja bersama, 
meskipun kewaspadaan tetap 
harus dijaga karena sejumlah 
kawasan masih mengalami 
kebakaran.

Pesan tersebut penting ka-
rena kondisi cuaca belum 
sepenuhnya mendukung. 
Hujan telah turun di beberapa 
wilayah, tetapi masih terdapat 
daerah yang membutuhkan 
penanganan intensif. Artinya, 
pemerintah harus menjaga 
keseimbangan antara tinda-
kan pemadaman dan kesiap-
siagaan menghadapi potensi 
munculnya titik api baru.

Di sisi lain, dampak kar-
hutla terhadap kesehatan 
masyarakat menjadi perhatian 
serius. Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat mencatat 
734 kasus infeksi saluran per-
napasan akut (ISPA) hingga 5 
September 2026. Pada tingkat 
nasional, Kementerian Kese-
hatan mencatat 50.891 kasus 
ISPA di wilayah terdampak 

Jangan Kalah 
oleh Teori 
Konspirasi

Marwah Guru di Tengah Gemuruh Viral
FENOMENA konten “viral” tidak selalu eduka-
tif, kadang hanya, mencari “sensasi” di media 
sosial dan berorientasi pada pendangkalan 
“etika”. Kecenderungan  kepercayaan publik di 
media sosial telah banyak mengarah pada kon-
ten-konten yang banyak view, like, dan share, 
meskipun terkadang melanggar etika, norma, 
dan adab kebiasaan. 

FENOMENA seperti 
ini juga telah masuk 
ke dunia pendidi-
kan kita. Sebagian 

oknum guru pun telah tertular  
penyakit membuat video viral 
yang hanya ingin mendapat 
view terbanyak meskipun 
telah mempertontonkan sikap 
yang bukan lagi etika seorang 
pendidik.

Dari dahulu hingga kini, 
guru adalah profesi mulia, 
dan profesi ini begitu baik 
dalam memori kolektif masya-
rakat. Penghormatan terhadap 
seorang guru masih hidup 
di tengah masyarakat kita. 
Sayangnya, kemuliaan itu 
kini menghadapi ujian dari 
arah yang sangat mengkha-
watirkan : gawai di tangan 
sendiri. Guru yang semestinya 
menjadi kiblat adab, kini ikut 
tergoda oleh arus konten 
receh demi eksistensi di me-
dia sosial. Ada guru yang 
merekam dirinya berjoget di 
depan kelas, ada pula yang 
mengunggah candaan kasar 
kepada siswa hanya demi 
tawa penonton dunia maya. 
Kondisi inilah kemudian yang 
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dengan adab itu sendiri di 
ruang publik digital. Padahal, 
di era keterbukaan informasi 
seperti sekarang, jejak digital 
seorang guru tidak lagi ter-
batas pada apa yang ia ajarkan 
di kelas, tetapi juga pada apa 
yang ia tampilkan di linima-
sa media sosialnya. Ketika 
unggahan itu jauh dari nilai 
kepatutan, maka rusaklah ke-
percayaan yang selama ini di-
bangun masyarakat terhadap 
profesi guru, kepercayaan 
yang dahulu dijaga dengan 
penuh kehati-hatian, kini bisa 
runtuh hanya dalam hitungan 
detik oleh satu video yang 
salah kaprah.

Padahal sudah sering diin-
gatkan, sebagaimana dinyata-
kan oleh UNESCO, etika di-
gital dalam dunia pendidi-
kan seharusnya menjunjung 
tinggi nilai tanggung jawab, 
integritas, dan perlindungan 
terhadap peserta didik. Ni-
lai-nilai ini semestinya menja-
di rambu utama setiap kali se-
orang guru membuka aplikasi 
dan mulai merekam, sebelum 
konten itu tayang ke hadapan 
ribuan, bahkan jutaan pasang 
mata di linimasa. Sayangnya, 
rambu tersebut kerap terlupa-
kan ketika algoritma justru 
memberi ganjaran berupa 
views dan komentar kepada 
konten-konten yang justru 
menabrak nilai kepatutan itu 
sendiri.

Lebih jauh, para pemerhati 
pendidikan mengingatkan 
bahwa guru perlu tetap me-
nempatkan diri sebagai pen-
didik, bukan sebagai teman 
sebaya, ketika berinteraksi di 

media sosial, sebab interaksi 
yang terlalu santai atau peng-
gunaan bahasa yang tidak 
pantas dapat menjerumus-
kan pada pelanggaran etika 
profesi. Di platform seperti 
Instagram dan TikTok, di 
mana komunikasi berlangs-
ung terbuka dan interaktif me-
lalui kolom komentar, direct 
message, maupun fitur duet 
dan stitch, jarak profesional 
antara guru dan siswa amat 
mudah terkikis. Candaan 
yang kelewat batas, bahasa 
gaul yang dipaksakan demi 
terlihat “kekinian”, atau bah-
kan keterlibatan dalam tren 
yang tidak relevan dengan 
dunia pendidikan, perlahan 
menggerus wibawa yang se-
mestinya dijaga di hadapan 
murid, baik di dalam maupun 
di luar kelas.

Melihat persoalan ini, sudah 
saatnya kita tidak lagi sekadar 
mengelus dada dan memaklu-
mi setiap kali sebuah video 
“guru bermasalah” viral di 
linimasa. Diperlukan langkah 
nyata dan berjenjang agar 
kejadian serupa tidak terus 
berulang, sekaligus mengem-
balikan marwah guru sebagai 
teladan, bukan sekadar pem-
buru sorotan digital.

Pertama, sekolah maupun 
lembaga yang membawahi 
pendidikan perlu segera me-
rumuskan kode etik digital 
bagi guru secara tertulis dan 
tegas, bukan sekadar imbauan 
lisan di ruang guru. Pedo-
man ini semestinya mengatur 
batasan konten yang layak 
diunggah.  Guru memiliki 
tanggung jawab untuk men-

jadi contoh yang baik dalam 
penggunaan media sosial, 
dengan menghindari ungga-
han foto atau cerita yang tidak 
sesuai standar etika dan nilai 
moral.

Kedua, pelatihan literasi 
digital dan etika bermedia 
sosial tidak boleh lagi hanya 
menyasar siswa, tetapi juga 
harus menjangkau para guru 
itu sendiri. Guru perlu dibe-
kali pemahaman tentang cara 
kerja algoritma, dampak jejak 
digital, hingga kemampuan 
membedakan konten yang 
edukatif dari konten yang 
sekadar mengejar sensasi. 
Sebab, banyak konten di me-
dia sosial yang menyesatkan 
dan mengarahkan pada peri-
laku yang tidak baik, edukasi 
mengenai etika bermedia so-
sial menjadi hal yang krusial, 
tak terkecuali bagi kalangan 
pendidik.

Ketiga, institusi pendidikan 
mesti memiliki mekanisme 
pengawasan dan sanksi yang 
jelas serta berjenjang, mu-
lai dari teguran, pembinaan, 
hingga sanksi administratif 
bagi guru yang terbukti me-
langgar etika digital. Tanpa 
penegakan yang konsisten, 
aturan hanya akan menjadi 
imbauan moral tanpa gigi. 
Hal ini penting mengingat 
sejumlah kasus pelanggaran 
serupa telah berulang kali 
terjadi, di mana beberapa guru 
mendapat kritik karena men-
gunggah video siswa tanpa 
izin, atau menjadikan interaksi 
di kelas sebagai bahan lelucon 
yang tidak mendidik. Penulis: 
Pengamat Sosial *Geotimes.Id

memunculkan pertanyaan : 
Ke manakah arah pendidikan 
kita, ketika guru mulai sibuk 
mencari panggung eksistensi 
digital?

Sejak lama pendidikan sel-
alu menjadi penunjuk arah eti-
ka kehidupan manusia. Tida-
klah salah ketika pendidikan 
yang benar telah mengarahkan 
seseorang untuk hidup dengan 
etika yang baik. Sebab pada 
dasarnya, pendidikan bukan 
sekadar transfer pengetahu-
an dari guru kepada murid, 
melainkan proses penempaan 
karakter yang membentuk 
cara seseorang memandang 
dan menjalani hidup.

Ilmu yang diajarkan di 
ruang kelas selalu diiringi 
dengan nilai kejujuran, kesan-
tunan, tanggung jawab, dan 
penghormatan kepada sesama 
yang pada akhirnya memben-
tuk manusia seutuhnya, bukan 
sekadar manusia yang pandai. 
Namun, orientasi pendidikan 
yang baik akan berubah arah 
jika guru yang seharusnya 
mengajarkan adab kepada mu-
rid, justru mempertunjukkan 
perilaku yang bertentangan 
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SULTENG RAYA - Bank 
Tabungan Negara (Persero) 
Tbk (BTN) menargetkan 

porsi kredit non-perumahan 
mencapai sekitar 30 persen 
dari total kredit pada 2030, 

dari posisi 20,4 persen per 
Juni 2026 dan 18,0 persen 
pada akhir 2025.

BTN Perluas Porsi Kredit non-KPR
Direktur Utama BTN 

Nixon L.P. Napitupulu men-
gatakan pengembangan bis-
nis non-perumahan bukan 
berarti BTN meninggalkan 
segmentasi utamanya di 
sektor perumahan. 

Sebaliknya, strategi itu di-
arahkan untuk memperkuat 
model bisnis BTN dengan 
membangun sumber-sum-
ber pertumbuhan baru yang 
masih memiliki keterkaitan 
dengan basis nasabah dan 
ekosistem Perseroan. 

“BTN tetap menjadi bank 
yang fokus pada sektor peru-
mahan. Namun, kebutuhan 
nasabah tidak berhenti keti-
ka mereka memiliki rumah. 
Melalui Beyond Mortgage, 
kami ingin hadir lebih luas 
dalam kebutuhan finansial 
nasabah sekaligus masuk 
ke ekosistem-ekosistem baru 
yang memiliki potensi bisnis 
besar,” ujar Nixon dalam 
Public Expose Live 2026 di 
Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Untuk mempercepat di-
versifikasi tersebut, BTN 
menempuh pertumbuhan 
secara organik maupun 
anorganik. Salah satunya 
melalui akuisisi portofolio 

kredit secara selektif untuk 
memperbesar basis nasabah 
sekaligus meningkatkan 
kontribusi bisnis non-peru-
mahan. 

Hingga Juni 2026, porsi 
kredit non-perumahan BTN 
telah meningkat menjadi 
20,4 persen dari total kredit, 
dan diproyeksikan terus 
meningkat secara bertahap 
menuju 30 persen pada 2030. 
Pada saat yang sama, BTN 
mengembangkan pende-
katan bisnis berbasis eko-
sistem dengan memperluas 
kemitraan di luar sektor 
perumahan.

Hingga Juni 2026, BTN 
telah bekerja sama dengan 
59 pemerintah daerah, 57 
universitas, serta 26 rumah 
sakit di berbagai wilayah In-
donesia. Perseroan juga mu-
lai memperluas penetrasi ke 
ekosistem pariwisata den-
gan menggarap transaksi 
di merchant, kuliner, resor, 
properti hingga kawasan 
wisata.

“Ekosistem menjadi pintu 
masuk yang sangat penting. 
Ketika BTN masuk ke pe-
merintah daerah, misalnya, 
peluangnya bukan hanya 

pengelolaan rekening in-
stitusi, tetapi juga payroll, 
KPR dan kredit konsumer 
bagi ASN, treasury hingga 
berbagai transaksi lainnya. 
Pola yang sama kami kem-
bangkan di pendidikan, 
kesehatan maupun pariwi-
sata,” tutur Nixon.

Strategi tersebut didu-
kung pengembangan eko-
sistem digital BTN. Hingga 
Juni 2026, balé by BTN telah 
memiliki 4,3 juta pengguna, 
sedangkan balé Korpora 
digunakan sekitar 25.700 
pengguna. Ekosistem BTN 
juga telah mencakup lebih 
dari 344.000 merchant, lebih 
dari 11.000 developer, serta 
sekitar 439.000 rekening 
payroll.

Di  sektor  kesehatan, 
misalnya, BTN menghadir-
kan Healthcare Dashboard 
melalui balé Korpora yang 
dapat membantu institusi 
rumah sakit melihat kinerja 
secara real-time, termasuk 
produktivitas dokter dan 
arus kas. Sementara di sek-
tor pariwisata, BTN mem-
berikan solusi pembayaran, 
transaksi dan layanan finan-
sial terintegrasi di sejumlah 

kawasan destinasi wisata.
Selain pendapatan berba-

sis bunga, ekspansi Beyond 
Mortgage juga mulai diara-
hkan untuk memperbesar 
sumber pendapatan berbasis 
komisi. Salah satunya me-
lalui bancassurance yang 
hingga semester I-2026 
menghasilkan pendapatan 
non-bunga sebesar Rp27,4 
miliar, setara sekitar 1,5 
persen dari total fee-based 
income BTN.

Perseroan juga tengah 
mengembangkan kemitraan 
bancassurance eksklusif 
melalui jaringan kantor ca-
bang. Nixon menerangkan 
perluasan bisnis tersebut 
akan tetap berjalan ber-
dampingan dengan pen-
guatan bisnis perumahan 
yang menjadi kompetensi 
utama BTN.

Dengan demikian, Beyond 
Mortgage tidak mengubah 
identitas BTN sebagai bank 
yang fokus pada sektor pe-
rumahan, tetapi memper-
besar ruang bagi Perseroan 
untuk menangkap kebu-
tuhan finansial nasabah di 
sepanjang siklus kehidu-
pannya. ROL

SULTENG RAYA - Pe-
redaran rokok ilegal dinilai 
berdampak terhadap kiner-
ja industri hasil tembakau 
(IHT) legal hingga pene-
rimaan negara dan daer-
ah. Tekanan tersebut juga 
berpotensi merembet ke 
penyerapan tenaga kerja 
serta serapan tembakau dari 
petani.

Sekretaris Direktorat Jen-
deral Industri Agro Kemen-
terian Perindustrian Yulia 
Astuti mengatakan, pereda-
ran rokok ilegal memengar-
uhi industri hasil tembakau 
legal dan ekosistem yang 
terkait di sektor tersebut. 

“Kami dari Kementerian 
Perindustrian mengapresiasi 
langkah-langkah yang sudah 
dilakukan oleh Kakanwil 
DJBC Jakarta, Kementerian 
Keuangan yang terus me-
lakukan upaya penindakan 
terkait dengan rokok ilegal,” 
kata Yulia, Rabu (9/9/2026).

Berdasarkan catatan Ke-
menterian Perindustrian, 
produksi rokok yang dipa-
sarkan di dalam negeri men-
galami penurunan sekitar 3 
persen. Tekanan juga terlihat 
pada pertumbuhan produk 
domestik bruto (PDB) in-
dustri hasil tembakau yang 
turun dari 3,49 persen pada 
2024 menjadi minus 1,37 
persen, kemudian kembali 
terkontraksi menjadi minus 
1,96 persen pada kuartal II 
2026. 

Yulia mengatakan, kondisi 
tersebut turut berdampak 
pada penerimaan negara 
dari cukai hasil tembakau. 
Menurutnya, peredaran ro-
kok ilegal menjadi salah satu 
faktor yang perlu diperha-
tikan dalam melihat teka-
nan terhadap penerimaan 
tersebut.

“Kemudian sejalan den-
gan hal tersebut, penerimaan 
negara terkait dengan pene-
rimaan dari cukai dari hasil 
tembakau tersebut juga men-
galami dampak,” ujarnya.

Dampak terhadap industri 
juga berpotensi memen-
garuhi tenaga kerja. Yulia 
menyebut jumlah tenaga 
kerja yang terkait langsung 
maupun tidak langsung 
dengan industri hasil tem-
bakau mencapai lebih dari 6 
juta orang.

“ U n t u k  t e n a g a  k e r -
ja,  khusus IHT ini dan 
ikutan-ikutannya jumlahnya 
mencapai lebih dari 6 juta,” 
kata Yulia.

Di sisi hulu, penurunan 
produksi rokok dalam ne-
geri juga berpotensi men-

tercatat lebih rendah di-
bandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya. 
Penerimaan pada Agustus 
2025 mencapai Rp521 miliar, 
sedangkan hingga Agustus 
2026 sebesar Rp444 miliar.

“Untuk periode 2026 per 
Agustus, kami mengalami 
penurunan penerimaan dari 
pajak rokok,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah 
Bea Cukai Jakarta Hendri 
Darnadi mengatakan, ro-
kok merupakan salah satu 
sumber penerimaan negara 
yang berkaitan dengan tu-
gas kepabeanan dan cukai. 
Menurutnya, peredaran ro-
kok ilegal juga berpotensi 
menciptakan persaingan 
usaha yang tidak sehat.

“Ke depan kami berko-
mitmen untuk terus men-
guatkan pengawasan den-

gan berbasis kepada risk 
management, melakukan 
kegiatan intelijen yang lebih 
prudent, dan kolaborasi 
antar instansi,” kata Hendri.

Hendri mengatakan, koor-
dinasi dengan Kementerian 
Perindustrian diperlukan 
untuk menjaga iklim usaha, 
termasuk bagi pelaku indus-
tri hasil tembakau yang telah 
memenuhi ketentuan. Penga-
wasan juga dilakukan untuk 
menekan peredaran produk 
yang tidak memenuhi ke-
wajiban di bidang cukai.

Bea Cukai Jakarta menga-
jak masyarakat dan pelaku 
usaha melaporkan pere-
daran rokok ilegal kepada 
otoritas terkait. Masyarakat 
juga diimbau tidak mem-
beli, menjual, menyimpan, 
mengedarkan, atau mengon-
sumsi rokok ilegal. ROL

NIXON L.P. NAPITUPULU

SULTENG RAYA – PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 
BRI meraih penghargaan dalam IDX 
Channel Anugerah Inovasi Indo-
nesia 2026 melalui inovasi BRImo 
Taiwan – Digital Banking Terin-
tegrasi untuk Diaspora Indonesia 
dan Pekerja Migran di Taiwan pada 
Kategori Khusus. 

Mengusung tema “Advancing 
Corporate Resilience Through Agile 
Innovation”, ajang yang diseleng-
garakan di iNews Tower, Jakarta 
(31/8), mengapresiasi perusahaan 
dan emiten yang menjadikan in-
ovasi sebagai bagian dari strategi 
untuk memperkuat ketahanan se-
kaligus mendorong pertumbuhan 
perusahaan.

Sebagai bagian dari transformasi 
BRIVolution Reignite, BRI meng-
hadirkan BRImo Taiwan sebagai 
layanan mobile banking bagi masy-
arakat Indonesia di Taiwan. Berada 
di bawah naungan Danantara serta 
diawasi langsung oleh Central 
Deposit Insurance Corporation 
(CDIC) dan Financial Supervisory 
Commission (FSC) Taiwan, BRImo 
Taiwan hadir untuk memperluas 
akses layanan perbankan BRI bagi 
masyarakat Indonesia di Taiwan.

Melalui BRImo Taiwan, nasabah 
dapat mengakses mobile banking 
selama 24 jam, pengiriman uang ke 
Indonesia, transfer lokal, pembay-
aran QR, pembayaran kode billing 
Modul Penerimaan Negara (MPN), 
pengecekan mutasi rekening, hing-
ga konversi valuta asing dari USD 
ke NTD.

Direktur Information Technology 
BRI Saladin Dharma Nugraha Ef-
fendi mengatakan pengembangan 
BRImo Taiwan merupakan bagian 
dari langkah BRI memperluas kapa-
bilitas digital sekaligus memperkuat 
kehadiran layanan perbankan BRI 
di pasar internasional.

“Taiwan merupakan salah satu 
negara tujuan utama Pekerja Migran 
Indonesia dengan aktivitas ekonomi 
dan remitansi yang signifikan. Ka-
rena itu, kami melihat pentingnya 
menghadirkan layanan digital yang 
tidak hanya memudahkan transaksi 
dan pengiriman uang, tetapi juga 
mendukung PMI dalam mengelola 
keuangan secara aman, terencana, 
dan berkelanjutan. Melalui BRImo 
Taiwan, semangat ‘Satu Bank un-

tuk Semua’ kami hadirkan dengan 
memperluas akses layanan BRI 
bagi masyarakat Indonesia di luar 
negeri,” ujar Saladin.

Kehadiran BRImo Taiwan tidak 
terlepas dari besarnya aktivitas 
ekonomi masyarakat Indonesia di 
Taiwan, khususnya Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). Berdasarkan data 
Bank Indonesia, remitansi PMI dari 
Taiwan mencapai sekitar US$2,97 
miliar pada 2025, meningkat lebih 
dari dua kali lipat dibandingkan 
US$1,37 miliar pada 2021.

Tepat satu tahun sejak BRI mem-
perkuat kehadirannya melalui 
BRI Taipei Branch di Zhongshan 
District, total aset BRI Taipei telah 
mencapai lebih dari US$408 juta. 
Transaksi remitansi Taiwan–In-
donesia mencapai sekitar US$490 
juta hingga akhir Juli 2026, dengan 
lebih dari 3.400 rekening yang telah 
dilayani. Sementara itu, sejak diper-
kenalkan melalui Grand Launching 
pada 23 Agustus 2026, BRImo Tai-
wan telah mencatat lebih dari 1.460 
registrasi pengguna.

“Apa yang dilakukan PMI di 
Taiwan memberikan manfaat yang 
jauh melampaui tempat bekerja, 
karena turut menghidupkan pe-
rekonomian keluarga dan daerah 
asal di Indonesia. Melalui BRImo 
Taiwan, kami ingin menghadir-
kan pengalaman perbankan yang 
seamless, baik untuk kebutuhan 
transaksi di Taiwan maupun untuk 
mengirimkan uang ke Indonesia. 
Penghargaan ini menjadi motivasi 
bagi BRI untuk terus mengembang-
kan inovasi yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat Indonesia 
di luar negeri,” pungkas Saladin.

CEO IDX Channel Syafril Nasuti-
on mengungkapkan bahwa apresia-
si diberikan kepada perusahaan dan 
emiten yang mampu menjadikan 
inovasi sebagai bagian dari strategi 
untuk memperkuat ketahanan se-
kaligus mendorong pertumbuhan 
perusahaan.

“Inovasi bukan hanya tentang 
menciptakan produk baru. Inovasi 
juga berarti menemukan model 
bisnis yang relevan, proses inter-
nal yang efektif, proses eksternal 
yang lebih kolaboratif, serta solusi 
sustainability yang mampu men-
ciptakan nilai jangka panjang,” kata 
Syafril. RHT

BRImo Taiwan Raih 
Anugerah Inovasi 
Indonesia 2026

Peredaran Rokok Ilegal Tekan Industri 
Tembakau dan Penerimaan Daerah

gurangi serapan bahan baku 
tembakau dari petani. Ke-
menterian Perindustrian 
memperkirakan stok bahan 
baku dari tahun sebelumnya 
masih tersedia di sejumlah 
pabrik hasil tembakau.

“Dengan berkurangnya 
produksi rokok di dalam 
negeri, stok bahan baku 
tembakau dari tahun sebe-
lumnya diperkirakan masih 
tersedia di pabrik-pabrik 
industri hasil tembakau,” 
ujarnya.

Menurut Yulia, kondisi 
tersebut berpotensi memen-
garuhi serapan tembakau 
pada musim panen beri-
kutnya. Karena itu, penga-
wasan terhadap peredaran 
rokok ilegal dinilai perlu 
melibatkan berbagai pihak, 
termasuk masyarakat.

“Kami juga berharap per-
lu partisipasi masyarakat 
untuk sama-sama melapor-
kan apabila melihat praktik 
produksi maupun peredaran 
rokok-rokok ilegal kepa-
da Dirjen Bea Cukai,” kata 
Yulia.

Dari sisi pembinaan in-
dustri, Kementerian Per-
industrian juga menerap-
kan sejumlah kebijakan, 
salah satunya pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia 
(SNI) wajib terkait kertas 
pembentuk rokok.

Sementara itu,  Wakil 
Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi DKI Jakarta 
Elvarinsa mengatakan, pere-
daran rokok juga berkaitan 
dengan penerimaan pajak 
rokok yang menjadi salah 
satu sumber pendapatan 
daerah.

“Pajak rokok ditetapkan 
sebesar 10 persen dari cukai. 
Untuk 2026, Pemerintah Pro-
vinsi DKI Jakarta menarget-
kan penerimaan pajak rokok 
mencapai Rp1,1 triliun,” 
kata Elvarinsa.

Namun, realisasi pene-
rimaan pajak rokok DKI 
Jakarta hingga Agustus 2026 

ILUSTRASI. FOTO: DOK. BRI
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Kebakaran yang terjadi 
sekitar pukul 12.00 WITA 
tersebut menghanguskan 
lahan seluas kurang lebih 5 
hektare. Lokasi kebakaran 
berjarak sekitar 300 meter 

dari permukiman warga.
Mengetahui adanya ti-

tik api, Babinsa Koramil 
1305-08/Momunu bersama 
aparat desa dan masyarakat 
segera menuju lokasi untuk 

PETUGAS Damkar Pemda Buol saat berusaha memadamkan kebakaran lahan perkebunan sagu mi-
lik masyarakat di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Selasa 
(8/9/2026) siang. FOTO: DOK TNI

Kebakaran Lahan Sagu 
di Pomayagon Buol

SULTENG RAYA - Kebakaran melanda 
lahan perkebunan sagu milik masyarakat 
di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, 
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Selasa 
(8/9/2026) siang.

melakukan pemadaman se-
cara manual menggunakan 
tangki semprot air gendong.

Upaya pemadaman ke-
mudian diperkuat oleh 
Damkar Pemda Buol yang 
tiba sekitar pukul 13.00 
WITA. Personel TNI, Polri, 
aparat desa, Damkar dan 
masyarakat bahu membahu 
mengendalikan kobaran api 
agar tidak meluas ke area 
perkebunan maupun per-
mukiman warga.

Setelah melakukan upaya 
pemadaman selama bebe-
rapa jam, api berhasil dipa-
damkan sekitar pukul 15.15 
WITA. Selanjutnya, aparat 
gabungan melakukan pen-
dinginan guna memastikan 
bara api di sejumlah titik be-
nar-benar padam dan tidak 
kembali menyala.

Akibat kejadian tersebut, 
sekitar 50 pohon sagu turut 
terbakar. Tidak terdapat 
korban jiwa maupun kor-
ban luka dalam peristiwa 
tersebut.

Dugaan sementara, keba-
karan diduga berasal dari 
puntung rokok warga yang 
sedang beraktivitas men-
golah sagu. Namun, penye-
bab pasti kebakaran masih 
dalam penelusuran.

Sebanyak 55 personel ter-
libat dalam upaya penan-
ganan, terdiri dari personel 
Kodim 1305/BT, Personel 
Polres Buol, aparat Desa 
Pomayagon, masyarakat, 
serta personel Damkar Pem-
da Buol.

Kesigapan aparat bersama 
masyarakat dalam meres-
pons kejadian tersebut ber-
hasil mencegah api meluas 
dan mengancam permuki-
man warga. Peristiwa ini 
sekaligus menjadi pengingat 
pentingnya kewaspadaan 
dan kehati-hatian masyara-
kat dalam melakukan akti-
vitas di lahan, khususnya di 
tengah kondisi yang rawan 
terjadi kebakaran.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  – 
Pengadilan Negeri (PN) 
Palu menolak seluruh per-
mohonan praperadilan 
yang diajukan RA terkait 
penetapan dirinya sebagai 
tersangka dugaan tindak 
pidana di bidang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
(ITE). Sidang digelar di Ru-
ang Sidang Candra PN Palu, 
Senin (8/9/2026).

Sidang praperadilan den-
gan nomor perkara 18/Pid.
Pra/2026/PN Pal tersebut 
diajukan RA melalui kuasa 
hukumnya, Muhammad 
Taher, S.H. Praperadilan itu 
berkaitan dengan penetapan 
tersangka yang dilakukan 
penyidik Subdit I Ditressiber 
Polda Sulawesi Tengah.

Perkara yang disangkakan 
berkaitan dengan dugaan 

tindak pidana sebagaima-
na diatur dalam Pasal 27A 
Jo Pasal 45 ayat (4) UU RI 
Nomor 1 Tahun 2024 ten-
tang perubahan kedua atas 
UU RI Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.

Dalam persidangan yang 
dibuka untuk umum se-
kitar pukul 11.45 WITA, 
hakim tunggal Nasution, 
S.H. kemudian membacakan 
putusan. Hakim menyata-
kan menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya 
serta membebankan biaya 
perkara kepada pemohon 
sebesar nihil. 

Dalam pertimbangannya, 
hakim menilai penetapan 
RA sebagai tersangka te-
lah memenuhi ketentuan 
hukum. Termohon disebut 

SUASANA sidang praperadilan dengan nomor perkara 18/Pid.
Pra/2026/PN Pal, di Ruang Sidang Candra PN Palu, Senin 
(8/9/2026). FOTO: DOK POLDA SULTENG

PN Palu Tolak 
Praperadilan RA, 

Penetapan Tersangka 
Polda Sulteng 

telah memiliki sedikitnya 
lima alat bukti sah, yakni ke-
terangan saksi, keterangan 
ahli, surat, bukti elektronik, 
dan barang bukti.

Hakim juga menilai alat 
bukti tersebut memiliki 
persesuaian satu sama lain 
dan diperoleh melalui cara 
yang tidak melawan hu-
kum. Dengan demikian, ha-
kim menyatakan penetapan 
tersangka terhadap pemo-
hon dinilai sah menurut 
hukum.

Selain penetapan tersang-
ka, hakim turut mempertim-
bangkan proses penyitaan 
barang bukti yang dilaku-
kan penyidik. Penyitaan 
dinilai telah dilengkapi surat 
perintah penyitaan, berita 
acara, tanda penerimaan ba-
rang bukti, serta proses pem-
bungkusan dan penyegelan. 
Penyitaan tersebut juga telah 
memperoleh persetujuan 
dari Ketua PN Palu.

Kabidhumas Polda Sula-
wesi Tengah Kombes Pol 
Achmad Muhaimin dalam 
keterangan tertulisnya Rabu 
(9/9/2026) mengatakan, 
bahwa putusan tersebut 
menjadi bagian dari proses 
hukum yang harus dihor-
mati. "Polda Sulawesi Ten-
gah menghormati putusan 
pengadilan dan akan tetap 
menjalankan proses pen-
yidikan sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku," kata-
nya.*/YAT

SULTENG RAYA — 
Lembaga Pembinaan Khu-
sus Anak (LPKA) Kelas II 
Palu menggelar peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 
SAW yang diikuti anak bin-
aan, jajaran pegawai, peserta 
magang Dinas Ketenagaker-
jaan (Disnaker) Palu, serta 
mahasiswa Praktik Penga-
laman Lapangan (PPL) UIN 
Datokarama Palu, Sabtu 
(5/9/2026).

Mengusung tema “Men-
yalakan Cinta, Menumbuh-
kan Rindu kepada Rasulul-
lah SAW”, kegiatan diisi 
pembacaan ayat suci Al-
Qur’an, puisi, makakib Nabi 
Muhammad SAW, shalawat 
dan Mahallul Qiyam, serta 
ceramah agama.

Nuansa haru terasa saat 
Saudari Nurul, peserta ma-
gang Disnaker, membaca-
kan puisi tentang cinta dan 
kerinduan kepada Rasulul-
lah SAW. Penampilannya 
mendapat perhatian dan 
antusiasme dari para peser-
ta, khususnya anak binaan.

Kepala LPKA Palu, Welly, 
mengatakan Maulid Nabi 
menjadi momentum untuk 
meneladani akhlak Rasu-
lullah sekaligus mendorong 
anak binaan memperbaiki 
diri.

“Peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW menjadi 
momentum bagi kita semua 
untuk kembali mengingat 
dan meneladani akhlak Ra-
sulullah. Bagi anak-anak 
binaan, keteladanan tersebut 
diharapkan menjadi bekal 
untuk memperbaiki diri dan 
mempersiapkan masa depan 
yang lebih baik,”ujar Welli. 

Sementara itu, Ustaz Afdal 
Zainal dalam ceramahnya 
mengajak peserta menjadi-
kan Rasulullah SAW sebagai 
teladan dalam kehidupan.

“Perubahan harus dimulai 
dari diri sendiri. Setiap ma-
nusia memiliki kesempatan 
untuk menjadi lebih baik. 
Masa lalu bukan alasan un-
tuk berhenti memperbaiki 
diri, tetapi menjadi pelajaran 
untuk melangkah menuju 

masa depan,” tuturnya.
Pesan tersebut  turut 

dirasakan anak binaan 
berinisial FR. Ia mengaku 
mendapatkan pelajaran ber-
harga dari kegiatan tersebut.

“Saya merasa senang 
mengikuti kegiatan Mau-
lid Nabi. Banyak pelajaran 
yang saya dapat, terutama 
tentang pentingnya menja-
di pribadi yang lebih baik, 
menghormati orang lain, 
dan memperbaiki diri. Saya 
ingin menjadikannya seba-
gai motivasi selama menjala-
ni pembinaan,” ungkap FR.

LPKA Palu berharap Mau-
lid Nabi Muhammad SAW 
menjadi momentum bagi 
anak binaan untuk men-
yalakan kembali harapan, 
memperbaiki diri, dan me-
nata masa depan. 

Di balik tembok pembin-
aan, selalu ada kesempatan 
untuk berubah dan me-
langkah menuju kehidupan 
yang lebih baik dengan me-
neladani akhlak Rasulullah 
SAW.*/YAT

SUASANA peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti anak binaan, jajaran pegawai, pe-
serta magang Disnaker Palu, serta mahasiswa PPL UIN Datokarama Palu, Sabtu (5/9/2026). FOTO: 
HUMAS LPKA PALU

Gelorakan Cinta 
Rasul, LPKA Palu Gelar 
Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAWROKOK ilegal (ilustrasi). FOTO: TRIBUNGORONTALO.COM/JEFRI POTABUGA
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Bagi Pemerintah Kabupa-
ten Morowali Utara, kesem-
patan tersebut tidak hanya 
menjadi ruang bagi generasi 
muda untuk memperoleh 
pendidikan dan pengalaman 
internasional, tetapi juga di-
nilai strategis dalam menyia-
pkan sumber daya manusia 
yang mampu beradaptasi 
dengan perkembangan in-
vestasi di daerah.

Delis mengatakan, pro-
gram tersebut memiliki 
manfaat jangka panjang 
bagi Morowali Utara, teru-
tama karena China menjadi 
salah satu sumber investasi 
terbesar di daerah tersebut.

“Program beasiswa belajar 
di China ini sangat berman-
faat bagi Morowali Utara 
karena akan memperlancar 
investasi. Kita tahu inves-
tasi terbesar saat ini berasal 
dari China, dan kita sering 

kesulitan dalam komunikasi 
karena tidak menguasai ba-
hasa Mandarin,” kata Delis 
dalam sambutannya.

Menurut dia, penguasaan 
bahasa dan pemahaman ter-
hadap budaya China dapat 
menjadi modal penting bagi 
generasi muda Morowa-
li Utara ketika nantinya 
kembali ke daerah dan ber-
hadapan dengan dunia kerja 
maupun investasi.

Dalam kesempatan itu, 
Delis juga mendoakan agar 
kedelapan penerima beasis-
wa dapat menjalani pen-
didikan dengan sehat dan 
berhasil menyelesaikan stu-
di mereka.

Ia berharap pengalaman 
selama berada di China 
tidak berhenti pada pen-
capaian akademik, tetapi 
juga membentuk karakter, 
kemandirian, wawasan, ser-

ta jejaring internasional para 
penerima beasiswa.

“Belajarlah dengan sung-
guh-sungguh, bawa nama 
baik Morowali Utara dan 
Indonesia, dan kembalilah 
dengan pengalaman yang 
dapat menjadi bekal untuk 
membangun daerah tercin-
ta,” ujar Delis.

Acara pelepasan tersebut 
turut dihadiri Founder Chin-
do Business Center Miss 
Han Xuya (Sanny), Andi 
Maulana yang mewakili Wa-
kil Menteri Investasi dan Hi-
lirisasi/Wakil Kepala BKPM 
Todotua Pasaribu, Direktur 
Keuangan PT Baoshuo Ta-
man Industry Investment 
Group Mr. Zhong Xiofeng, 
serta Asisten Deputi Infra-
struktur Dasar Strategis 
Kemenko Pembangunan 
Nayo Ramli, Ph.D.

Bagi delapan pemuda Mo-

rowali Utara, keberangkatan 
ke China menjadi awal per-
jalanan untuk memperluas 
wawasan, mengenal budaya 
baru, membangun pengala-
man internasional, sekaligus 
membawa nama Morowali 
Utara di lingkungan pendi-
dikan global.

“Ini sebuah kebanggaan 
bagi kita. Ada anak-anak 
Morowali Utara yang bisa 
menempuh pendidikan di 
negeri China. Kita doakan 
mereka sehat dan berhasil 
dalam pendidikan,” kata 
Delis.

Delapan penerima be-
asiswa tersebut diharapkan 
tidak hanya pulang memba-
wa gelar, tetapi juga mem-
bawa pengetahuan, pen-
galaman, dan jejaring yang 
dapat memberi manfaat bagi 
pembangunan Morowali 
Utara. VAN

“Kami menyampaikan 
terima kasih dan apresiasi 
kepada seluruh masyara-
kat, tokoh masyarakat, serta 
rekan-rekan media yang te-
rus memberikan perhatian 
dan pengawasan terhadap 
persoalan narkotika,” kata 
Hendrawan saat konfe-
rensi pers di Mako Polres 
Parigi Moutong, Kamis 
(10/9/2026).

Dia menegaskan, pem-
berantasan narkotika me-
rupakan persoalan serius 
yang tidak dapat ditanga-
ni Kepolisian seorang diri. 
Menurutnya, diperlukan 
keterlibatan masyarakat, to-
koh masyarakat, pemerintah 
daerah, dan media untuk 
membantu memutus mata 
rantai peredaran narkotika.

Terkait proses peninda-
kan dan penangkapan, 
Hendrawan menegaskan 
setiap tindakan Kepoli-
sian harus berdasarkan 
informasi yang dapat diper-
tanggungjawabkan, hasil 
pendalaman, serta bukti 
yang cukup.

Penanganan perkara, lan-
jutnya, juga harus mengacu 
pada ketentuan hukum dan 
prosedur yang berlaku agar 
setiap tindakan benar-be-
nar tepat sasaran.

“Tujuannya adalah agar 
penindakan benar-benar 
tepat sasaran dan mampu 
mengungkap peran ma-
sing-masing pihak dalam 
jaringan narkotika, baik 
sebagai bandar, pengedar, 
kurir maupun penggu-

na atau penyalahguna,” 
ujarnya.

Hendrawan mengata-
kan pengungkapan kasus 
narkotika tidak semestinya 
berhenti pada pelaku yang 
tertangkap di lapangan. Po-
lisi akan terus melakukan 
pendalaman untuk men-
gungkap jaringan dan mata 
rantai peredaran narkotika.

“Kami tidak ingin pe-
nindakan hanya berhenti 
pada orang yang berada 
di lapangan. Yang lebih 
penting adalah bagaimana 
jaringan dan mata rantai 
peredarannya dapat diung-
kap secara menyeluruh,” 
tegasnya.

Dia juga mengajak masy-
arakat memberikan infor-
masi kepada Kepolisian 
apabila mengetahui adanya 
dugaan penyalahgunaan 
maupun peredaran nar-
kotika di lingkungan ma-
sing-masing.

Menurut Hendrawan, 
informasi masyarakat me-
miliki peran penting dalam 
membantu Kepolisian me-
lakukan pencegahan seka-
ligus pengungkapan kasus 
narkotika.

“Kepolisian tidak mung-
kin bekerja sendiri tanpa 
dukungan masyarakat. 
Kami membutuhkan in-
formasi masyarakat, du-
kungan tokoh masyarakat, 
peran pemerintah daerah, 
serta dukungan rekan-re-
kan media agar upaya pem-
berantasan narkotika dapat 
berjalan secara maksimal,” 

katanya.
Hendrawan kembali me-

negaskan kritik dan koreksi 
masyarakat tidak dipan-
dang sebagai hambatan 
dalam pelaksanaan tugas 
Kepolisian. Sebaliknya, 
kritik tersebut dinilai se-
bagai bentuk pengawasan 
publik untuk mendorong 
perbaikan kinerja.

“Kritik masyarakat bu-
kan kami anggap sebagai 
hambatan, tetapi sebagai 
bentuk kepedulian dan 
kontrol sosial agar Kepo-
lisian semakin baik dalam 
menjalankan tugas,” ung-
kapnya.

Dia menegaskan Polres 
Parigi Moutong berkomit-
men melakukan pencega-
han dan pemberantasan 
penyalahgunaan serta pe-
redaran gelap narkotika 
secara profesional, transpa-
ran, akuntabel, dan sesuai 
ketentuan hukum.

Hendrawan berharap 
upaya tersebut mendapat 
dukungan seluruh elemen 
masyarakat sehingga Ka-
bupaten Parigi Moutong 
dapat terhindar dari dam-
pak penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika.

“Mari kita bersama-sama 
menjaga Kabupaten Parigi 
Moutong agar terbebas 
dari penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika. 
Polri bersama masyarakat, 
kita wujudkan Kabupaten 
Parigi Moutong yang aman 
dan bebas dari narkotika,” 
pungkasnya. AJI

“Dari 477 peserta, sampai 
hari ketiga ada 468 peserta 
yang mengikuti kegiatan. 
Sembilan peserta tidak 
dapat mengikuti karena 
kondisi kurang sehat,” ujar 
Satar.

Meski demikian, Sa-
tar menilai pelaksanaan 
OMI tingkat Kota Palu 
berjalan dengan baik. Ia 
juga menyatakan optimistis 
para peserta yang nantinya 
terpilih mewakili Kota Palu 
mampu bersaing pada OMI 
tingkat Provinsi Sulawesi 
Tengah hingga tingkat na-
sional.

Menurutnya, keberha-
silan pelaksanaan OMI 
tidak terlepas dari dukun-
gan berbagai pihak yang 
terlibat selama kegiatan 
berlangsung.

Satar menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 
kepada Kepala Kantor Ke-
menterian Agama Kota 
Palu, Dr. H. Ahmad Hasni, 
S.Pd.I., M.Pd.I., yang mem-
berikan dukungan sekali-
gus mengawal pelaksanaan 
OMI selama tiga hari.

Ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada Ke-
pala MAN 2 Kota Palu, 

Dr. H. Taufik, M.Ag., yang 
telah memfasilitasi lokasi 
pelaksanaan OMI tingkat 
Kota Palu selama tiga hari.

Apresiasi berikutnya di-
berikan kepada Kepala MTs 
Negeri 4 Palu, Muham-
mad Fadly, M.Ag., yang 
membantu menyediakan 
sejumlah laptop untuk 
mendukung pelaksanaan 
kompetisi.

Satar juga mengapresiasi 
dukungan pihak PLN Palu 
yang memberikan akses 
dan memastikan tidak ter-
jadi pemadaman listrik di 
lokasi pelaksanaan OMI se-
lama kegiatan berlangsung.

“Terima kasih kepada 
seluruh rekan panitia, para 
kepala madrasah, sekolah 
dan pesantren, serta para 
pembimbing yang telah 
berpartisipasi aktif selama 
OMI berlangsung,” katanya.

Ia juga menyampaikan 
penghargaan kepada para 
orang tua peserta yang 
turut mendampingi dan 
mengawal anak-anak mere-
ka selama tiga hari pelaksa-
naan OMI.

D i  s i s i  l a i n ,  S a t a r 
menyampaikan permo-
honan maaf apabila selama 

pelaksanaan kegiatan ma-
sih terdapat kekurangan. Ia 
berharap berbagai masukan 
dan saran positif dapat 
diberikan sebagai bahan 
evaluasi untuk penyeleng-
garaan OMI pada masa 
mendatang.

“Kami memohon maaf 
jika masih ada kekurangan 
selama OMI berlangsung. 
Kami mengharapkan sa-
ran-saran positif demi per-
baikan ke depan,” ujarnya.

Satar berharap kerja sama 
dan dukungan seluruh pi-
hak yang telah terbangun 
selama pelaksanaan OMI 
dapat terus terjalin dengan 
baik.

“Insya Allah kerja sama 
ini tetap terjalin dengan 
baik dan kita berharap 
mendapat ridha Allah 
SWT,” tuturnya.

Sementara itu, hasil atau 
pengumuman peserta yang 
dinyatakan berhasil dalam 
OMI tingkat Kota Palu 
2026 dijadwalkan dilaku-
kan pada 12 September 
2026. Peserta terbaik selan-
jutnya akan dipersiapkan 
untuk mewakili Kota Palu 
pada OMI tingkat Provinsi 
Sulawesi Tengah. WAN

Program Berani Bedah 
Rumah telah diluncurkan 
pada Maret 2026 dengan 
dua skema, yakni pem-
bangunan rumah baru dan 
peningkatan kualitas atau 
rehabilitasi rumah yang 
sudah ada.

Ia mengatakan dari 124 
rumah tersebut, 85 unit 
dibangun baru, sedangkan 
39 unit lainnya mendapat 
peningkatan kualitas atau 
rehabilitasi dengan total 

anggaran sekitar Rp7,84 
miliar.

Penanganan pemban-
gunan baru tersebar di Ka-
bupaten Donggala 40 unit, 
Kota Palu 26 unit, Kabupa-
ten Tojo Una-Una 15 unit, 
Banggai Laut 10 unit, Tolito-
li lima unit, Buol lima unit, 
Banggai Kepulauan lima 
unit, dan Morowali Utara 
lima unit.

Peningkatan kualitas atau 
rehabilitasi dilakukan di Ka-

bupaten Banggai tujuh unit, 
Parigi Moutong empat unit, 
dan Donggala dua unit. 
Anggaran untuk pemban-
gunan satu rumah senilai 
Rp80 juta.

Akris menjelaskan pro-
gram tersebut diprioritas-
kan bagi masyarakat miskin 
yang masuk dalam kelom-
pok desil 1 hingga desil 4 
berdasarkan Data Tunggal 
Sosial dan Ekonomi Nasio-
nal (DTSEN).

Berdasarkan pendataan, 
terdapat sekitar 80.694 RTLH 
yang dihuni keluarga dalam 
kelompok desil 1 hingga 4 di 
Sulawesi Tengah.

Ia menuturkan penan-
ganan RTLH menjadi salah 
satu fokus pemerintah pro-
vinsi karena hunian yang 
layak diharapkan dapat 
mendukung peningkatan 
kualitas hidup masyarakat 
sekaligus membantu pen-
gentasan kemiskinan. ANT

wesi Tengah, dan dibuka 
oleh Wakil Ketua Pimpinan 
Bapemperda, Abdul Rah-
man, ST., IAI, didampingi 
Sekretaris Komisi IV, Hj. 
Wiwik Jumiatul Rofi’ah, 
S.Ag., MH.

Pembahasan turut diha-
diri Biro Hukum, Tenaga 
Ahli Bapemperda, Tena-
ga Ahli Komisi IV, serta 
jajaran Sekretariat DPRD 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rapat tersebut, 
Biro Hukum menyampai-
kan dukungan terhadap 
usulan Raperda sekali-
gus memberikan masukan 
agar Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) turut 
dilibatkan dalam proses 
pembentukan regulasi. 
Keterlibatan Satpol PP di-
nilai penting untuk mem-
berikan masukan dari sisi 
pelaksanaan dan penega-

kan peraturan daerah di 
lapangan.

Bapemperda bersama 
Komisi IV selanjutnya 
membahas tindak lanjut 
usulan tersebut sebagai 
bagian dari proses penyus-
unan program pembentu-
kan peraturan daerah.

DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah menyetujui usulan 
Raperda tersebut untuk di-
bahas lebih lanjut dan di-

rencanakan masuk dalam 
Program Pembentukan Pe-
raturan Daerah (Propem-
perda) Tahun 2027.

Melalui pembahasan 
ini, DPRD Sulteng terus 
mendorong proses pem-
bentukan perda  yang 
terarah, partisipatif, serta 
mempertimbangkan aspek 
hukum dan kebutuhan 
masyarakat di Sulawesi 
Tengah. *WAN

Akibat ketidakhadiran 
tersebut, penyidik Polres 
Morowali memilih untuk 
langsung melangkah ke 
tahapan berikutnya tanpa 
perlu menunggu pembelaan 
atau pernyataan dari GR. 
Pihak kepolisian kini tengah 
berkoordinasi secara intensif 
dengan sejumlah ahli untuk 
memperkuat bukti-bukti 
materiil terkait perusakan 
kawasan hutan tersebut.

“Karena dia tidak mau 
datang, kita tidak perlu 

memasukkan pernyataan 
atau pembelaan dia. Kami 
langsung berkoordina-
si dengan ahli geospasial 
untuk memeriksa overlay 
(perubahan dasar satelit) 
guna memastikan kapan 
perambahan itu terjadi,” 
tegas Kasat Reskrim.

Selain ahli geospasial, 
Polres Morowali juga akan 
melibatkan ahli pidana 
serta inspektur tambang 
(ahli mine). Hingga saat ini, 
penyidik telah memeriksa 

empat orang saksi, terma-
suk perwakilan dari pihak 
pelapor (PT Vale) dan dinas 
Kehutanan.

AKP Wawan menjelas-
kan, jika hasil kajian para 
ahli tersebut memenuhi un-
sur pidana, pihaknya akan 
menyarankan PT Vale untuk 
menaikkan status pengadu-
an menjadi Laporan Polisi 
(LP) resmi guna memulai 
proses penyidikan.

Ketika kasus ini resmi naik 
ke tahap penyidikan, status 

panggilan terhadap GR akan 
berubah menjadi panggilan 
pro-justitia. Jika GR kembali 
mangkir, polisi tidak akan 
segan-segan untuk mener-
bitkan surat perintah mem-
bawa saksi secara paksa.

“Kalau sudah masuk ta-
hap sidik (penyidikan), sak-
si kami panggil dan tidak 
datang, baru di situ kami 
bisa mengeluarkan perintah 
membawa saksi (jemput 
paksa),” pungkas AKP Wa-
wan dengan tegas. */RHT

HARI PELANGGAN NASIONAL 2026

SULTENG RAYA - Pe-
ringatan Hari Pelanggan 
Nasional 2026 menjadi mo-
mentum bagi PT PLN (Per-
sero) Unit Induk Distribusi 
Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, dan Gorontalo (UID 
Suluttenggo) melalui Unit 

Layanan Pelanggan (ULP) 
Manado Utara untuk mem-
perkuat hubungan huma-
nis dengan masyarakat. 
Tak sekadar memberikan 
ucapan selamat, PLN ha-
dir langsung menyapa pe-
langgan untuk mendengar 

aspirasi, kebutuhan, serta 
harapan mereka secara ber-
tatap muka.

Dalam aksi menyapa 
pelanggan tersebut, tim 
PLN ULP Manado Utara 
menyambangi dua segmen 
pelanggan yang merepre-

sentasikan ekosistem ke-
tenagalistrikan, yaitu PT 
Sulenco Liwas Bata selaku 
pelanggan industri dengan 
kebutuhan daya besar, serta 
Bapak Rustam Katili, pe-
langgan rumah tangga yang 
dikenal sangat disiplin dan 
patuh dalam melakukan 
pembayaran listrik tepat 
waktu.

General Manager PLN 
UID Suluttenggo, Usman 
Bangun, menegaskan bah-
wa Hari Pelanggan Nasio-
nal merupakan pengingat 
mendasar bagi PLN bahwa 
seluruh keberhasilan trans-
formasi dan operasional 
perusahaan bermuara pada 
kepuasan pelanggan.

“Pelanggan adalah alasan 
utama PLN terus tumbuh 
dan berbenah. Baik sektor 
industri yang menggerak-
kan roda perekonomian 
wilayah, maupun pelang-
gan rumah tangga yang 
secara konsisten memenuhi 
kewajibannya, seluruhnya 
memiliki peran yang sangat 
vital bagi keberlanjutan eko-
sistem kelistrikan,” ungkap 
Usman. 

“Melalui momen Harpel-
nas ini, kami ingin memas-
tikan bahwa PLN tidak ha-
nya hadir saat ada masalah 
teknis, tetapi hadir secara 
proaktif untuk mendengar, 
mengapresiasi, dan mem-
berikan solusi terbaik bagi 
seluruh masyarakat,” tam-
bah Usman.

Sementara itu, Manager 
PLN ULP Manado Utara, 
Yuga Marlindrah, menyam-
paikan bahwa kunjungan 
langsung ke lapangan men-
jadi langkah nyata dalam 
membangun hubungan ker-
ja sama yang saling men-
dukung.

“Bagi kami, datang langs-
ung kepada pelanggan 
adalah cara terbaik untuk 
memahami ekspektasi me-
reka secara menyeluruh. 
Kebutuhan pasokan energi 
untuk pengoperasian bis-
nis seperti di PT Sulenco 

Liwas Bata memerlukan 
keandalan optimal, semen-
tara kepatuhan pelanggan 
seperti Bapak Rustam Katili 
patut mendapatkan apresi-
asi tinggi. Pelayanan kami 
tidak boleh berhenti pada 
administrasi semata, me-
lainkan terus berkembang 
mengikuti harapan masya-
rakat,” jelas Yuga.

Respons posit i f  juga 
disampaikan oleh perwaki-
lan manajemen PT Sulenco 
Liwas Bata. Pihaknya men-
gapresiasi dialog langsung 
yang dibuka oleh PLN, men-
gingat pasokan listrik yang 
andal merupakan fondasi 
utama keberlangsung pro-
ses produksi dan aktivitas 
operasional perusahaan.

Senada dengan hal ter-
sebut, Bapak Rustam Katili 
menyambut hangat per-
hatian langsung dari PLN. 
Menurutnya, apresiasi ini 

memberikan kesan men-
dalam bahwa hubungan 
PLN dan masyarakat tidak 
sekadar transaksi jual beli 
energi, melainkan bentuk 
kepedulian dua arah.

“Saya merasa senang dan 
berterima kasih atas perha-
tian PLN pada Hari Pelang-
gan Nasional ini. Bagi saya, 
membayar listrik tepat wak-
tu adalah kewajiban. Apre-
siasi seperti ini membuat 
kami merasa benar-benar 
dihargai sebagai pelang-
gan,” ungkap Rustam.

Melalui momentum Hari 
Pelanggan Nasional 2026, 
PLN menegaskan komit-
mennya untuk senantiasa 
hadir memberikan pelay-
anan kelistrikan yang andal, 
cepat, dan responsif demi 
mendukung kemajuan ek-
onomi serta aktivitas kehi-
dupan sehari-hari masya-
rakat.*HJ

DALAM rangka peringatan hari Pelanggan Nasional 2026, PLN hadir langsung menyapa pelanggan untuk 
mendengar aspirasi, kebutuhan, serta harapan mereka secara bertatap muka. FOTO : PLN
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Menurut Agung, kehidu-
pan saat ini menunjukkan 
bahwa latar belakang pendi-
dikan seseorang tidak selalu 
menentukan bidang peker-
jaan yang akan digelutinya. 
Kondisi tersebut menuntut 
lulusan perguruan tinggi 
memiliki kemampuan untuk 
terus belajar dan beradaptasi 
dengan berbagai perubahan.

“Sekarang ini adaptasi 
akademik sangat dibutuh-
kan, karena kehidupan kita 
serba tidak linier. Seorang 
sarjana, lulusan bidangnya 
apa, kerjanya bisa di bidang 
yang lain,” kata Agung, 
di Gedung Banua Kaili 
(GBK) Rusdy Toana, Kom-
pleks Universitas Muham-
madiyah (Unismuh) Palu, 
Sabtu (5/9/2026).

Ia mencontohkan, banyak 
sarjana pertanian yang ke-
mudian bekerja di sektor 
perbankan. Begitu pula sar-
jana pendidikan yang berka-
rier di sektor pertambangan.

“Banyak sarjana pertanian 
yang bekerja di perbankan, 

sarjana pendidikan yang 
bekerja di pertambangan. 
Bahkan ada sarjana kehu-
tanan yang lulus kemudian 
menjadi Presiden Republik 
Indonesia,” ujarnya.

Agung menilai, dalam ke-
hidupan yang semakin tidak 
linier, hal terpenting yang 
harus dimiliki mahasiswa 
bukan hanya penguasaan 
terhadap satu bidang ilmu, 
melainkan kemampuan 
mengetahui cara belajar.

Ia menjelaskan, ilmu yang 
diperoleh seseorang ketika 
menempuh pendidikan sar-
jana belum tentu seluruhnya 
digunakan secara langsung 
dalam perjalanan karier. 
Namun, kemampuan untuk 
belajar dan memahami hal-
hal baru akan menjadi bekal 
penting dalam menghadapi 
perubahan. 

Dengan kemampuan ter-
sebut, kata dia, lulusan akan 
lebih siap ketika harus me-
masuki bidang baru yang 
berbeda dengan latar bela-
kang pendidikannya.

KETUA Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag dalam kesempatan mem-
bawakan arahan sekaligus materi. FOTO: DOK IST

Agung Danarto: Perguruan Tinggi Harus Siapkan 
Lulusan Hadapi Dunia yang Tak Linier

SULTENG RAYA— Ketua Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, 
M.Ag., mengatakan kemampuan beradaptasi 
menjadi salah satu kompetensi penting yang 
harus dimiliki lulusan perguruan tinggi di 
tengah perubahan dunia yang semakin cepat 
dan tidak linier.

“Sehingga bidang apa 
pun, selalu siap untuk 
menghadapi karena sudah 
tahu bagaimana cara bela-
jarnya,” katanya. Terlebih 
lagi, perkembangan tekno-
logi kecerdasan buatan atau 
artificial intelligence (AI) 
semakin memudahkan se-
seorang dalam mempela-
jari berbagai bidang ilmu. 
Menurut Agung, kondisi 
tersebut membuat batas-

batas keilmuan semakin 
terbuka dan seseorang dapat 
mempelajari pengetahuan 
baru dengan lebih mudah.

Karena itu, Agung me-
negaskan perguruan tinggi 
perlu melakukan perubahan 
dalam pola pendidikan ma-
hasiswa. Perguruan tinggi 
tidak cukup hanya mem-
bekali mahasiswa dengan 
hafalan teori dan rumus, 
tetapi juga harus memban-

gun kemampuan berpikir, 
memecahkan masalah, ber-
komunikasi, bekerja sama, 
dan beradaptasi.

Mahasiswa, lanjutnya, 
perlu dilatih untuk berpikir 
kritis dan tidak sekadar 
menghafal teori. Mereka 
juga harus dibiasakan bela-
jar secara mandiri agar me-
miliki kemampuan lifelong 
learning atau pembelajaran 
sepanjang hayat.

Selain itu, proses pembe-
lajaran perlu lebih banyak 
menggunakan kasus nyata 
yang berkaitan dengan dun-
ia kerja. Pendekatan tersebut 
dinilai dapat membantu 
mahasiswa memahami per-
soalan sekaligus melatih 
kemampuan mencari solusi.

“Latih pemecahan masa-
lah. Gunakan kasus nyata 
dari dunia kerja di dalam 
kelas,” ujarnya.

Perguruan tinggi juga 
perlu membekali mahasis-
wa dengan kemampuan 
beradaptasi, termasuk ke-
siapan mental dalam meng-
hadapi perubahan maupun 
kegagalan. Kemampuan 
komunikasi dan kerja sama 
dalam tim yang beragam 
juga menjadi bagian penting 
dari kompetensi lulusan.

Di sisi lain, kreativitas ma-
hasiswa perlu terus diasah 
agar mereka tidak hanya 
berorientasi mencari peker-
jaan, tetapi mampu mencip-
takan peluang dan lapangan 
kerja baru.

Agung menambahkan, 
tidak kalah penting adalah 
ilmu harus dilandasi moral 
dan spiritualitas. Pendidi-
kan Muhammadiyah sejak 
awal tidak hanya berorien-
tasi pada penguasaan ilmu 
pengetahuan, tetapi juga 
menanamkan nilai moral 
dan spiritualitas kepada 
peserta didik.

Menurutnya, ilmu pen-
getahuan harus diarahkan 
untuk memberikan manfaat 
bagi kehidupan dan kemaju-
an masyarakat.

“Pendidikan Muhamma-
diyah selalu mengajarkan 
kepada anak didik ilmu-il-
mu yang bermanfaat untuk 
kehidupan di masa yang 
akan datang. Tapi bukan 
hanya ilmu saja yang diajar-
kan, juga moral dan spiritu-
alitas,” katanya.

Ia menegaskan, kecer-
dasan tanpa moralitas dapat 
disalahgunakan. Orang 
yang memiliki kemampuan 
intelektual tinggi, tetapi 
tidak memiliki landasan mo-
ral yang baik, justru berpo-
tensi menggunakan kepan-
daiannya untuk melakukan 
tindakan yang merugikan 
orang lain.

“Orang pintar kalau tidak 
disertai dengan moral yang 
baik, maka dia akan menjadi 
smart crime, menjadi krimi-
nal yang cerdas,” tegasnya.

Karena itu, Agung me-
n e k a n k a n  p e n t i n g n y a 
menyeimbangkan kecer-
dasan intelektual dengan 
moralitas dan spiritualitas. 
Dengan fondasi tersebut, 
ilmu pengetahuan yang di-
peroleh lulusan diharapkan 
dapat digunakan secara 
bertanggung jawab untuk 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat.ENG

SULTENG RAYA- Dukun-
gan Pemerintah Kota Palu 
terhadap pengembangan 
prestasi olahraga kembali di-
tunjukkan melalui pelepasan 
kontingen pacuan kuda Kota 
Palu yang akan mengikuti 
Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 
Pacuan Kuda PORDASI ke-60 
Seri II di Tompaso, Minahasa, 
Provinsi Sulawesi Utara.

Kontingen tersebut secara 
simbolis dilepas oleh Wakil 
Wali Kota Palu, Imelda Lilia-
na Muhidin, dalam kegiatan 
yang berlangsung di Kelu-
rahan Pengawu, Kecamatan 
Tatanga, Rabu (9/9/2026).

Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut anggota DPRD Kota 
Palu, Nanang, para joki kuda 
Kota Palu, serta unsur terkait 
lainnya yang turut memberi-
kan dukungan dan semangat 
kepada kontingen sebelum 
bertolak menuju lokasi ke-
juaraan. Kejurnas Pacuan 
Kuda PORDASI ke-60 Seri II 
menjadi salah satu ajang ber-
gengsi bagi olahraga berkuda 
di tingkat nasional. 

Kejuaraan yang diselengga-
rakan oleh Persatuan Olahra-
ga Berkuda Seluruh Indonesia 
(PORDASI) tersebut mem-
pertemukan kuda-kuda pacu 
terbaik dari berbagai daerah 
di Indonesia.

Selain menjadi momentum 

untuk memperebutkan gelar 
juara nasional, kejuaraan ini 
juga menjadi kesempatan 
bagi masing-masing daerah 
untuk mengumpulkan poin 
melalui penampilan terbaik 
para peserta.

Pada kesempatan itu, Wakil 
Wali Kota Imelda menyam-
paikan apresiasi dan peng-
hargaan kepada seluruh kon-
tingen Kota Palu, khususnya 
para atlet, joki, pemilik kuda, 
serta tim pendukung yang te-
lah mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kompetisi tersebut.

Wakil wali kota menilai 
keikutsertaan kontingen Kota 
Palu merupakan bagian dari 
upaya bersama dalam men-
gembangkan olahraga pacuan 
kuda sekaligus membuka pe-
luang bagi atlet daerah untuk 
mengukir prestasi di tingkat 
nasional.

“Insyaallah membawa 
keberkahan dan membawa 
nama baik Kota Palu di Sula-
wesi Utara, tepatnya di Kota 
Manado,” kata wakil wali 
kota. Salah satu peserta yang 
akan memperkuat kontingen 
Kota Palu adalah Andris, 
yang juga merupakan anggota 
DPRD Kota Palu. 

K e i k u t s e r t a a n n y a 
mendapat dukungan penuh 
dari Pemerintah Kota Palu 
dalam mengikuti kompetisi 

yang diperkirakan berlangs-
ung selama kurang lebih 14 
hari.

Wakil wali kota berpesan 
agar seluruh kontingen mam-
pu menjaga semangat, kekom-
pakan, dan sportivitas selama 
mengikuti seluruh rangkaian 
kejuaraan.

Wakil wali kota juga men-
gingatkan para peserta dan 
tim pendukung untuk mem-
perhatikan kondisi kesehatan, 
mengingat perjalanan dan pe-
laksanaan pertandingan akan 
berlangsung dalam waktu 
yang cukup panjang. “Sehat 
selalu saat berangkat dan 
bisa kembali dengan keadaan 
sehat pula,” pesan wakil wali 
kota.

Pemerintah Kota Palu ber-
harap kontingen pacuan kuda 
yang bertanding pada Kejur-
nas PORDASI ke-60 Seri II 
mampu memberikan penam-
pilan terbaik dan membawa 
pulang prestasi bagi Kota 
Palu.

Keikutsertaan tersebut juga 
diharapkan dapat menjadi ba-
gian dari upaya membangun 
ekosistem olahraga berkuda 
di Kota Palu serta memberi-
kan inspirasi kepada gene-
rasi muda untuk menekuni 
dan mengembangkan potensi 
olahraga yang dimiliki daerah. 
ABS

PELEPASAN kontingen pacuan kuda Kota Palu yang akan mengikuti Kejurnas Pacuan kuda Menuju 
Minahasa,Rabu (9/9/2026).FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Wawali Lepas Kontingen Kejurnas 
Pacuan Kuda PORDASI Menuju Sulut

ANTRIAN truk pengisian solar di salah satu SPBU. FOTO:IST

Pemkot Palu Rilis 
Persyaratan Pembuatan QR 
Code Pengisian Solar Subsidi

Kebijakan tersebut ber-
kaitan dengan pemberlaku-
an penggunaan QR Code 
sebagai salah satu syarat 
dalam penggunaan BBM So-
lar Subsidi untuk kelancaran 
investasi.

Melalui informasi yang 
disampaikan Dinas Perhu-
bungan Kota Palu, pemo-

hon diwajibkan melengkapi 
sejumlah dokumen admi-
nistrasi sebelum proses 
pembuatan QR Code dila-
kukan.

Adapun persyaratan yang 
harus dipenuhi, yakni surat 
permohonan, fotokopi iden-
titas berupa KTP, fotokopi 
STNK yang masih berlaku, 

SULTENG RAYA– Pemerintah Kota Palu 
melalui Dinas Perhubungan Kota Palu 
menyampaikan persyaratan administrasi 
bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang 
akan melakukan pembuatan QR Code untuk 
pengisian BBM Solar Subsidi.

serta bukti lulus uji elek-
tronik (BLUe) atau surat 
keterangan dari UPTD Pen-
gujian Kendaraan Bermotor 
(PKB).

Selain itu, pemohon juga 
wajib melampirkan Surat 
Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) atau NIB usaha, re-
komendasi dari asosiasi/
organisasi resmi, serta surat 
pernyataan keabsahan do-
kumen bermeterai.

Pemohon juga diminta 
menyertakan foto fi sik ken-
daraan tampak depan den-
gan nomor polisi terlihat 
dan tampak samping yang 
memperlihatkan bentuk 
fi sik bak atau bodi mobil.

Pemerintah Kota Palu 
mengimbau masyarakat dan 
pelaku usaha yang meng-
gunakan kendaraan untuk 
pengangkutan dan membu-
tuhkan BBM Solar Subsidi 
agar memastikan seluruh 
dokumen persyaratan telah 
lengkap dan sesuai sebelum 
mengajukan pembuatan QR 
Code.

Langkah tersebut diha-
rapkan dapat mendukung 
proses pendataan kendaraan 
penerima Solar Subsidi seka-
ligus memastikan penggun-
aan BBM bersubsidi lebih 
tertib, tepat sasaran, dan 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. ABS


